BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

a.

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 1
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Nomor
1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu pedoman agar
dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, transparan dan
bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,

/



Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten
Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi,
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten
Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Tahun 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tembahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor SR
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);
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Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 46, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistim Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5155};

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat  Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 14);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan  Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11 14);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178 1);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah  Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan APBD 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 2
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 6
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor 6);



32. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual (Berita
Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2015 Nomor 7);

33. Peraturan Bupati No.37 Tahun 2022 tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Teluk
Wondama (Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun
2022 Nomor 37);

34. Peraturan Bupati Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2023
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2022 Nomor 6)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

i
2.

Daerah adalah Kabupaten Teluk Wondama.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintah vang
menjadi kewenangan Daerah.

Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta
segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung
dengan hak dan kewajiban Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
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Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
berkenaan.

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang
berkenaan.

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah
menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari
pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah
dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang
berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan
sebab lainnya yang sah.

Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah
pada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Layanan Umum
Daerah Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha
milik Daerah, koperasi dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan
pengembalian pokok pinjaman.

Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah
Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kebutuhan
pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan
dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah
dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen
yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta
asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS
adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan
kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan
dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat
Daerah.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan dan belanja satuan kerja perangkat Daerah atau dokumen yang
memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan satuan kerja
perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi Bendaharawan Umum Daerah
yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau
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masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai
sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau
beberapa satuan kerja perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia),
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari
beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk
menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program
dan kebijakan.

Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari
kegiatan-kegiatan dalam 1 (satu) Program.

Sasaran adalah Hasil yang diharapkan dari suatu Program atau Keluaran
yang diharapkan dari suatu Kegiatan.

Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Kegiatan /Program yang akan atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas yang terukur.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang
ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan
membayar seluruh pengeluaran Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk
membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan
dan belanja satuan kerja perangkat Daerah atau dokumen yang memuat
pendapatan, belanja, dan pembiayaan satuan kerja perangkat Daerah yang
melaksanakan fungsi Bendaharawan Umum Daerah yang digunakan sebagai
dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen
yang menyatakan tersedianya dana sebagai dasar penerbitan surat
pembayaran pelaksanaan atas pelaksanaan APBD.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah
dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah uang muka
kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran
untuk membiayai Kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat
Daerah/unit satuan kerja perangkat Daerah dan/atau untuk membiayai
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan
melalui mekanisme pembayan langsung.

Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah pembayaran
langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar
perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui
penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.

Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan
uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
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Pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan
APBD yang tidak cukup didanai dari UP dengan batas waktu dalam 1 (satu)
bulan.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen
yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban
pengeluaran DPA-SKPD.

Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk
mendanai Kegiatan.

Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat
SPM-GU adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya
dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.

Surat Perintah Membayar TU yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah
dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
atas beban pengeluaran DPA-SKPD karena kebutuhan dananya tidak dapat
menggunakan LS dan UP.

Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah
dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang
yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan
lainnya yang sah.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu)
periode anggaran.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau Unit Satuan
Kerja Perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai
pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan
urusan Pemerintahan Daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD
adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah
yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa
Program.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang
kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan
fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
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Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Bupati dalam
rangka penyusunan APBD.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas
BUD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi
tata usaha keuangan pada SKPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah
pejabat pada SKPD atau Unit SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa
Kegiatan atau sub Kegiatan dari suatu Program sesuai dengan bidang
tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri
Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan
pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Anggaran Kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari
penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan
dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap periode.
Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah
prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan
laporan keuangan Pemerintah.

Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah adalah prinsip, dasar, konvensi,
aturan dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Daerah sebagai
pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah
Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran,
antar periode maupun antar entitas.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SAPD
adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan dan
elemen lain untk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi
sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah
Daerah.

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi
dan Kklasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis
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sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan
Pemerintah Daerah.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKUD adalah Badan
Keuangan Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Wondama.
Hari adalah hari kerja.

BAB II
KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Keuangan Daerah meliputi:

a.

o o

(1)

(3)

hak Pemerintah Daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi Daerah
serta melakukan pinjaman;

kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintah
Daerah dan membayar tagihan Pihak Ketiga;

Penerimaan Daerah;

Pengeluaran Daerah;

kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa surat
berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang,
termasuk kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan/atau

kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis,
efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pengeloaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diwujudkan dalam APBD.

APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi
Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

BAB III
PEDOMAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 4

Pedoman Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan pedoman bagi
seluruh jajaran SKPD dalam menyelenggarakan dan mengelola Keuangan
Daerah dalam APBD Tahun 2024.

Pasal 5

Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk
Wondama.

Diundangkan di Rasiei
Pada tanggal 18 Januari 2024
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Lampiran : Peraturan Bupati Teluk Wondama
Nomor : 2 Tahun 2024
Tanggal : 18 Januari 2024

PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2024
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG

Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan Kegiatan yang
meliputi  perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah. Pelaksanaan,
penatausahaan dan pelaporan keuangan Daerah merupakan bagian dari
Pengelolaan Keuangan Daerah yang memegang peranan penting dalam
proses Pengelolaan Keuangan Daerah secara keseluruhan. Sedangkan
Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang
serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah yang
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah.

APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Daerah. Sebagai rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Daerah, maka dalam APBD tergambar semua hak dan
kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk
kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut
dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Selain sebagai rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah,
APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat untuk tercapainya tujuan
bernegara.

Untuk itu dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023,
perlu disusun Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Teluk Wondama
Tahun Anggaran 2023.

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Untuk mewujudkan kesatuan pemahaman dalam pelaksanaan,
penatausahaan dan pelaporan keuangan, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, sehingga Pengelolaan Keuangan
Daerah di Kabupaten Teluk Wondama dapat diselenggarakan dan
dipertanggungjawabkan dengan baik.

2. Tuyjuan

a. sebagali pedoman dalam pelaksanaan, penatausahaan dan
pelaporan keuangan agar terwujud keterpaduan dan keserasian di
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dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan sub kegiatan,
sehingga dapat terlaksana dengan tepat waktu, tepat mutu, tertib
administrasi, tepat Sasaran, tepat manfaat dan disiplin anggaran;

b. sebagai alat pengendalian, pengawasan dan pemeriksaan,
khususnya dalam pelaksanaan dan penatausahaan serta pelaporan
APBD Tahun Anggaran 2023;

c. sebagai penjabaran fungsi-fungsi pengurusan dan Pengelolaan
Keuangan Daerah; dan

d. sebagai l4paya untuk meningkatkan Kinerja SKPD dalam
melaksanakan anggaran, Kegiatan dan sub kegiatan.

APBD

SIKLUS APBD

Siklus anggaran Daerah meliputi penyusunan dan perubahan APBD,
penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan keuangan Daerah dan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dimulai dari tanggal 1 Januari
sampai dengan tanggal 31 Desember.

STRUKTUR APBD

L

Penerimaan Daerah

Semua Penerimaan Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam
APBD. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan
rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara nasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada
ketentuan peraturan perundang-undangan. Seluruh Penerimaan
Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Penerimaan Daerah meliputi:

a. pendapatan Daerah; dan

b. penerimaan pembiayaan.

Pengeluaran Daerah

Semua Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam
APBD. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan
rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana
atas Penerimaan Daerah dalam jumlah cukup. Setiap Pengeluaran
Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

Seluruh Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
Pengeluaran Daerah meliputi:

a. Belanja Daerah; dan

b. pengeluaran pembiayaan Daerah.

3. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah; dan
c. pembiayaan Daerah.

4. Pendapatan Daerah terdiri atas:



Pendapatan Asli Daerah, meliputi:

1) pajak Daerah;

2) retribusi Daerah;

3) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
4) lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Pendapatan Transfer, meliputi:
1)
2)

transfer pemerintah pusat; dan
transfer antar daerah;

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi:
1) hibah;
2) dana darurat; dan/atau
3) lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan

perundang-undangan.

5. Belanja Daerah, terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal;
c. belanja tidak terduga; dan
d. belanja transfer.

6. Pembiayaan Daerah, terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan

C. PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

1. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan
Daerah yang dipisahkan.

b. Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai
kewenangan:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD;

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas Bersama:
menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, Peraturan Daerah
tentang Perubahan APBD dan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang telah mendapat
persetujuan bersama DPRD;

menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang
sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
menetapkan kebijakan Pengelolaan APBD;

menetapkan PA dan KPA;



8) menetapkan bendahara  penerimaan dan bendahara
pengeluaran;
9) menetapkan pejabat yang bertugas melakukan:
a) pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
b) pengelolaan utang dan Piutang Daerah; dan
¢) pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
10) menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan; dan
11) melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, terdapat
kewenangan lain yaitu menetapkan bendahara penerimaan
pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara bantuan
operasional sekolah, bendahara BLUD, bendahara unit organisasi
bersifat khusus dan/atau bendahara khusus lainnya yang
diamanatkan peraturan perundang-undangan.

d. Dalam melaksanakan kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah,
Bupati melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang
berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan,
pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan
Daerah kepada Pejabat SKPD yang terdiri atas:

1) Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan
Daerah;

2) Kepala SKPKD selaku PPKD; dan

3) Kepala SKPD selaku PA.

e. Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan didasarkan pada
prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan,
menguji, dan menerima atau mengeluarkan uang dan ditetapkan
dengan Keputusan Bupati.

f. Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan
kekayaan Daerah yang dipisahkan berkedudukan sebagai pemilik
modal pada perusahaan umum Daerah atau pemegang saham pada
perseroan Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

2. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Sekretaris Daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
mempunyai tugas:

1) koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah:

2) koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan
perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

3) koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;

4) memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD:

S5) koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang Pengelolaan
Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

6) memimpin TAPD.



b. Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah paling sedikit

C.

meliputi:

1) koordinasi dalam penyusunan system dan prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah:

2) koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi
Pemerintah Daerah; dan

3) koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah
Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab pada Bupati.

3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

a.

C.

Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas:

1) menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan
Daerah;

2) menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,
Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan
Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD;

3) melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang diatur
dalam Peraturan Daerah;

4) melaksanakan fungsi BUD; dan

5) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

PPKD dalam melaksanakan fungsinya selaku BUD berwenang:

1) menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD:

2) mengesahkan DPA-SKPD;

3) melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

4) memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem
penerimaan dan pengeluaran Kas Umum Daerah:

5) melaksanakan pemungutan pajak Daerah;

6) menetapkan SPD;

7) menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas
nama Pemerintah Daerah;

8) melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
Daerah;

9) menyajikan informasi keuangan Daerah; dan

10) melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan

dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, tidak dilakukan melalui RKUD.
Dalam hal kewenangan pemungutan pajak Daerah dipisahkan dari
kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dapat melaksanakan pemungutan pajak
Daerah.
Pengelolaan investasi memperhatikan perolehan manfaat ekonomi,
sosial dan/atau manfaat lainnya sebagai akibat langsung dari
investasi tersebut.
Dalam hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari
kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dapat melaksanakan pengelolaan investasi. PPKD selaku
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BUD mengusulkan pejabat di Lingkungan SKPKD kepada Bupati
untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD dengan Keputusan Bupati.

f. Bupati atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa
BUD di lingkungan SKPKD dengan pertimbangan besaran jumlah
uang yang dikelola, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali.

g. Kuasa BUD terdiri atas:

1. Kuasa BUD Penerimaan mempunyai tugas:

a)

b)

memantau pelaksanaan penerimaan APBD oleh bank
dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

melaksanakan pengelolaan pendapatan;

melaksanakan validasi pendapatan;

melaksanakan pencatatan pendapatan;

melakukan pengelolaan Piutang Daerah;

melakukan penagihan Piutang Daerah;

melaksanakan pencatatan pendapatan dari dana yang tidak
melalui RKUD; dan

melaksanakan validasi pendapatan dari dana yang tidak
melalui RKUD.

2. Kuasa BUD Pengeluaran mempunyai tugas:

menyiapkan Anggaran Kas;

menyiapkan SPD;

menerbitkan SP2D;

memantau pelaksanaan pengeluaran APBD oleh bank
dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

menyimpan uang Daerah;

melaksanakan penempatan uang Daerah dan mengelola/
menatausahakan investasi Daerah;

melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat
PA/KPA atas APBD;

melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah
Daerah;

melakukan pengelolaan Utang Daerah;

melaksanakan pengendalian anggaran yang diperlukan
dalam pelaksanaan APBD;

melaksanakan validasi belanja;

menyimpan bukti asli kepemilikan kekayaan Daerah berupa
sertifikat deposito;

melaksanakan input dan pencatatan penerimaan dan
pengeluaran di Buku Kas Umum Daerah; dan
menandatangani Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja
yang berasal dari dana yang tidak melalui RKUD.

3. PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

4. Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya
kepada PPKD selaku BUD.



D. PENGELOLA KEUANGAN SKPD

1. Pengelola Keuangan SKPD terdiri atas:

PA;

KPA;

PPK SKPD;

PPTK;

Bendahara Penerimaan;

Bendahara Pengeluaran;

Bendahara Penerimaan Pembantu;

Bendahara Pengeluaran Pembantu;

Pembantu Bendahara Penerimaan (Petugas Pemungut);
Pembantu Bendahara Pengeluaran Gaji; dan
Pembantu Bendahara  Pengeluaran untuk Kegiatan/sub kegiatan.

FTT DR o a0 op

2. Tugas Pengelola Keuangan SKPD:
a. Pengguna Anggaran

1) Kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas:

a) menyusun RKA SKPD;

b) menyusun DPA dan/atau pengeluaran pembiayaan SKPD;

¢) melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

d) melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

e) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

f) melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;

g) mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h) menandatangani SPM;

i) mengelola utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

J) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD
yang dipimpinnya;

k) mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

1) menetapkan PPTK dan PPK SKPD:

m) menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya
dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah;

n) melaporkan tuntutan ganti rugi Daerah;

o) mengesahkan Surat Pertanggungjawaban yang telah
disiapkan oleh PPK SKPD; dan

p) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1), kepala SKPD

selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi:

a) menyusun anggaran kas SKPD;

b) melaksanakan pemungutan lain-lain Pendapatan Asli
Daerah;

¢) menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah:;

d) menyusun dokumen pemberian bantuan sosial;



3)

4)

o)

6)

7)

)

g)

menyusun dokumen permintaan pengesahan pendapatan
dan belanja atas penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak
dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan pencatatan dan
pengesahan penerbitan dan Pengeluaran Daerah tersebut;
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang
dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD; dan

bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kepala SKPD selaku PA mempunyai wewenang, meliputi:

a)

b)
c)
d)

€)

menandatangani  dokumen permintaan  pengesahan
pendapatan dan belanja atas penerimaan dan Pengeluaran
Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
menandatangani dokumen pemberian bantuan sosial;
menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya
dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu
Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara
Pengeluaran Pembantu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Mengelola utang yang menjadi kewajiban kepada pihak lain
sebagai akibat:

a)

b)

d)

pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran
sebelumnya;

Hasil pekerjaan akibat pemberian kesempatan kepada
penyedia barang/jasa menyelesaikan pekerjaan sehingga
melampaui tahun anggaran sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan;

akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; dan

kewajiban lainnya yang menjadi beban SKPD yang harus
dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan
selesainya kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Mengelola Piutang Daerah yang menjadi hak Daerah sebagai

akibat:

a) perjanjian atau perikatan;

b) berdasarkan ketentuanperaturan perundang- undangan;

c) akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap; dan

d) piutang lainnya yvang menjadi hak SKPD sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/ jasa,
PA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

PA yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen dapat
dibantu oleh pegawai yang memiliki kompetensi sesuai dengan



8)

9)

bidang tugas pejabat pembuat komitmen atau agen pengadaan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan pertimbangan beban kerja, Sekretaris Daerah dapat
melimpahkan pada kepala bagian selaku KPA untuk melakukan
pengelolaan keuangan.

Kuasa Pengguna Anggaran

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)

PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala

Unit SKPD, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah selaku KPA.

Pelimpahan kewenangan berdasarkan pertimbangan besaran

anggaran Kegiatan, lokasi, dan/atau rentang kendali yang

kriterianya ditetapkan oleh Bupati.

Ditetapkan oleh Bupati atas usul SKPD.

Pelimpahan kewenangan, meliputi:

a) melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja;

b) melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

c) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

d) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

e) melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;

f) mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung
jawabnya; dan

g) melaksanakan tugas-tugas KPA lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

KPA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PA.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada

Unit SKPD selaku KPA, KPA menandatangani SPM-TU dan SPM-

LS.

Dalam hal mengadakan ikatan untuk pengadaan barang/jasa,

KPA bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal terdapat unit organisasi bersifat khusus, KPA

mempunyai tugas:

a) menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus:;

b) menyusun DPA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;

c) melakukan Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;

d) melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus
yang dipimpinnya;

e) melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;

f) melaksanakan pemungutan retribusi Daerah;

g) mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

h) menandatangani SPM;



9)

i) mengelola utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;

j) menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit
organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;

k) mengawasi pelaksanaan anggaran pada  unitorganisasi
bersifat khusus yang dipimpinnya;

1) menetapkan PPTK dan PPK Unit SKPD;

m) menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat
khusus yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan
Keuangan Daerah; dan

n) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam hal KPA berhalangan tetap atau sementara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, PA bertugas untuk

mengambil alih pelimpahan sebagian tugasnya yang telah
diserahkan kepada kepala Unit SKPD selaku KPA.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

1)

2)
3)

4)

5)

6)

PA/KPA dalammelaksanakan  Kegiatan menetapkan pejabat

pada SKPD /unit kerja SKPD selaku PPTK.

PPTK bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.

PPTK  bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada

PA/KPA.

Tugas PPTK dalam membantu tugas dan wewenang PA/KPA

meliputi:

a) mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan
teknis Kegiatan/Sub kegiatan SKPD/Unit SKPD;

b) menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran
atas Beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan; dan

¢) menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada
Kegiatan/ Sub kegiatan SKPD/ Unit SKPD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur
mengenai pengadaan barang/ jasa.

Tugas mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan teknis

Kegiatan/ Sub kegiatan meliputi:

a) Menyusun jadwal pelaksanaan Kegiatan/Sub kegiatan;

b) memonitoring dan evaluasi pelaksanaan Kegiatan/ Sub
kegiatan; dan

c) melaporkan perkembangan pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan kepada PA/KPA.

Tugas menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan

anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan Kegiatan/ Sub

kegiatan meliputi:

a) menyiapkan laporan Kinerja pelaksanaan Kegiatan/Sub
kegiatan;

b) menyiapkan dokumen administrasi pembayaran sesuai
dengan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan
perundang-undangan; dan



7)
8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

¢) menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan Kegiatan.

Dalam membantu tugas, PPTK pada SKPD bertanggung jawab

kepada PA.

Dalam membantu tugas, PPTK pada Unit SKPD bertanggung

jawab kepada KPA.

Dalam hal PPTK berhalangan sementara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, PA/KPA mengambil

alih mandat yang dilaksanakan oleh PPTK.

PA/KPA dapat menetapkan lebih dari 1 (satu) PPTK di lingkungan

SKPD /Unit SKPD.

Penetapan PPTK berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan,

besaran anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali

dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya

ditetapkan Bupati.

Pertimbangan penetapan PPTK didasarkan atas pelaksanaan

tugas dan fungsi.

PPTK merupakan ASN yang menduduki jabatan struktural

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan pejabat 1

(satu) tingkat di bawah kepala SKPD selaku PA dan/atau

memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas serta tidak

menduduki jabatan lain dalam pengelolaan keuangan.

Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan ASN

yang menduduki jabatan struktural 1 (satu) tingkat di bawah

KPA dan/ atau memiliki kemampuan manajerial dan

berintegritas.

Dalam hal tidak terdapat ASN yang menduduki jabatan

struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku

PPTK yang kriterianya ditetapkan oleh Bupati, dengan kriteria

sebagai berikut:

a) PPTK merupakan ASN yang menduduki jabatan struktural /
fungsional tertentu; dan

b) PPTK sebagaimana dimaksud dalam huruf a) adalah
berkedudukan 1 (satu) tingkat di bawah PA/KPA dan/atau
memiliki kemampuan manajerial dan berintegritas serta
tidak menduduki jabatan lain dalam pengelolaan keuangan.

d. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah

1)
2)

3)

Kepala SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD untuk
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.

Pada SKPKD, PPK SKPD melaksanakan fungsi tata usaha
keuangan sesuai ruang lingkup tugas dan wewenang di SKPKD.
PPK SKPD tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang
bertugas melakukan pemungutan pajak Daerah dan retribusi
Daerah, bendahara penerimaan/bendahara penerimaan
pembantu, bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran
pembantu, Kuasa BUD, KPA dan PPTK.



4)

S)

6)

7)

8)

PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 1) mempunyai

tugas dan wewenang:

a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran;

b) menyiapkan SPM;

¢) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban
bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan;

d) melaksanakan fungsi akuntansi SKPD;

e) menyusun laporan keuangan SKPD; dan

f) menyiapkan pengesahan Surat Pertanggungjawaban,
sebelum disahkan oleh PA.

Verifikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk

meneliti kelengkapan dan keabsahan.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang pada angka 4), PPK

SKPD melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yaitu:

a) melakukan verifikasi SPP atas pengembalian kelebihan
Pendapatan Daerah dari Bendahara Penerimaan; dan

b) menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya sebagai dasar penylapan SPM.

Kepala SKPD dapat menetapkan pegawai yang bertugas

membantu PPK SKPD untuk meningkatkan efektivitas

penatausahaan keuangan SKPD.

Apabila PPK SKPD berhalangan sementara/ tetap, ditunjuk

pejabat sementara yang diberi kewenangan sebagai PPK SKPD.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD

1)

2)

3)

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya pada KPA

karena pertimbangan besaran anggaran Kegiatan, lokasi,

dan/atau rentang kendali, PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.

Penetapan PPK Unit SKPD didasarkan atas pertimbangan:

a) besaran anggaran yang berlaku untuk bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah;

b) rentang kendali dan/atau lokasi; dan

c) dibentuknya wunit organisasi bersifat khusus yang
memberikan layanan secara profesional melalui pemberian
otonomi dalam pengelolaan keuangan dan BMD serta bidang
kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

PPK Unit SKPD mempunyai tugas:

a) melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti
kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu;

b) menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan
SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran
Pembantu; dan



4)

S)

6)

7)

¢) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan

SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran

Pembantu.

Verifikasi dilakukan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan

laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka

3), PPK Unit SKPD melaksanakan tugas lainnya meliputi:

a) melakukan verifikasi SPP atas pengembalian kelebihan
Pendapatan  Daerah  dari bendahara  penerimaan
pembantu/Bendahara lainnya; dan

b) menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-TU dan SPP-LS beserta  bukti
kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

PPK unit SKPD pada unit organisasi bersifat khusus mempunyai

tugas meliputi:

a) melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS
beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Bendahara lainnya;

b) menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta
bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;

¢) menyiapkan SPM;

d) melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara lainnya;

€) melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus; dan

f) menyusun laporan keuangan unit SKPD khusus.

Bendahara Penerimaan

1)

2)

3)

Bupati atas usul PPKD selaku BUD menetapkan Bendahara

Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam

rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD:

Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang menerima,

menyimpan, menyetor ke RKUD, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan Pendapatan Daerah yang

diterimanya.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka

2), Bendahara Penerimaan memiliki tugas dan wewenang lainnya

paling sedikit yaitu:

a) meminta bukti transaksi atas pendapatanyang
diterima langsung melalui RKUD;

b) melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan bank yang
ditetapkan oleh Bupati;



S)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

¢) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima
dengan jumiah yang telah ditetapkan;

d) menatausahakandan mempertanggungjawabkan Pendapatan
Daerah yang diterimanya; dan

€) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan Pendapatan Daerah.

Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada

KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan

Pembantu pada unit kerja SKPD yang bersangkutan.

Bendahara Penerimaan Pembantu memiliki tugas dan wewenang

sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.

Tugas dan wewenang sesuai dengan Iingkup penugasan

sebagaimana dimaksud pada angka 5) paling sedikit meliputi:

a) menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang
dalam rangka pelaksanaan anggaran Pendapatan Daerah
pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;

b) meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;

¢} melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Bupati;

d) meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima
dengan jumlah yang telah ditetapkan;

e) menatausahakan dan mempertanggungjawabkan
Pendapatan Daerah yang diterimanya; dan

f) menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan Pendapatan Daerah.

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu

bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.

Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara administratif
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara

administratif atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan

kepada PA.

Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban

secara administratif atas penerimaan pada unit SKPD dan
disampaikan kepada KPA.

Bendahara Penerimaan bertanggung jawab secara fungsional
dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara

fungsional atas penerimaan pada SKPD dan disampaikan kepada

PPKD selaku BUD.

Bendahara Penerimaan Pembantu bertanggung jawab secara

fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara

fungsional atas penerimaan pada unit SKPD dan disampaikan
kepada Bendahara Penerimaan.

Kepala SKPD atas usul Bendahara Penerimaan dapat

menetapkan pegawali yang bertugas membantu Bendahara

Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu untuk

meningkatkan efektifitas pengelolaan Pendapatan Daerah.



13) Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaany/

Benidahara Penerimaan Pembantu melaksanakan tugas dan
wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang i tetapkan
Kepala SKPD,

14) Pegawal yang bertugas sebagaimana dimaksud pada angka 12

adalah Pembantu Bendahara Penerimaan yang membantu dalam
rizang lingkup Kegiatan pengelolaan pendapatan yang ada di
PPTK.

15) Pembantn Bendahara Penerimaan adalah ASN yang ditunjuk

woleh PA sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan.

Bendahara Pengeluaran

1)

2)

3)

4)

Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran
untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan  anggeran  belanja  dan/atau pengeluaran
pembiavaan pada SKPD dan SKPKD,

Bendaharae Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang;

al mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-UP,
SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS;

b) wenerima dan menyimpan UP. GU dan TU;

c) melaksanakan pembayaran dard UP, GU dan TU VANE
dikelolanya; ’

dj menclak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan:

¢] meneliti kelengkapan dokumen pembayaran:

f) membuat laporan perlanggungiawaban secara administrative
kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara
fungsional kepada BUD secara periodik; dan

g) memungut dan menyetorkan pajak sesual dengan ketenfuan
perahuran perundang-undangan.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada angka

2). Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang

lainfiya meliputi:

4) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan

Bupatl,

b) memeriksa kas secara periodik;

c) menerima dokumen bukti transaksi secara elekironik atau
dokumen fisik dari barik;

d) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja alas
koreksi atau Hasil pemeriksaan intemal dan eksternal;

€] menyiapkan dokumen surat tanda  setoram  atas
pengembalian belanja akibat koreksi atau Hasil pemeriksaan
internal dan eksternal; dan

I pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada
SKPKD,

Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, Bupati

atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu,

Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas

pertimbangan:



bl

7)

9]

10

1)

12)

13}

d) besaran anggaran; dan

b) renfang kendali dan/atau lakasi.

Bendahara Pengeluaran  Pembantu memiliki tugas dan

wewenang:

a) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU
dan SPP-LS:

b} menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara
Pengeluaran; ” |

¢) menerima dan menyimpan TU dari Bendahara Pengeluaran
atan BUD; )

d) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang
dikelolanya;

¢) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
meneliti kelengkapan dokumen pembayaran:

]
&) memungur dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangany dan

) membuat laporan pertanggungjawabarn secara administrarive
kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara
fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periadik.

Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ngka 6)

Bendahara Pengeluardan pembantu memiliki lugas dan wewenarng

lainnya meliputi:

a] melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank vang ditetapkan
oleh Bupati;

b) memeriksa kas secara periodik; |

c) menerima dokumen bukt transaksi secara elektronik aiau
dokumen fisik dari bank: _

d} menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja alas
koreksi atau Hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada
tahun berjalan; dan

e] menyiapkan dokumen sural tanda  setoran  atas
pengembalian belanja akibat koreksi atay Hasil pemeriksasn
internal dan eksternal pada lahin berjalan.

Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus

sesual dengan ketentuan persturan perundang- undangan,

Bupali menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.

Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan

wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.

Bendahara Pengeluaran Pembantu secara  administratil

bertanggung jawab alas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu

dan bertanggung jawab secara administratil dan fungsional,

Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administraril

dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
administrati§l atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan
kepada PA.

Bendahara Pengeluaran pembantia bertanggung Jjawab secara

administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban
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14]

15}

16)

17)

18)

21)

secara administralif atas pengeluaran pada unit SKPD dan
disampaikan kepada KPA.
Bendahara Pengeluaran bertariggung jawab secara ngsional
dengan membunat laporan pertanggungjawaban secara fungsional
atas pengelusran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD.
selaku BUD.
Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung juwab secara
fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara
fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan
kepada Bendahara Pengeluaran.
Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat
menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara
Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantm  untmk
meningkatkan efekiifitas pengelolaan  belanja  dan/atau
pengelnaran pembiavaan.
Pegawai yang bertugas membantui Bendahara Pengeluaran /
Bendahara Pengeluaran  Pembanm  sebagaimana dimaksud
pada angka 16) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai
dengan linglkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD.
Pegawai yang bertugas sebagaimana dimaksud pada angka 17)
adalah Pembantu Bendahara Pengeluaran yang membantu
dalam ruang lingkup Kegiatan pengelolaan belanja yang ada di
PPTK.
Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah ASN yang ditunjuk
oleh PA sebagai Pemibantu Bendahara Penerimaan. _
Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan
Bendahara Khusus dilarang:
a] melakukan Kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan,
dan penjualan jasa;
b) bertindak sebagai penjamin atas Kegiatan, pekerjaan,
dan/atau penjualan jasa; dan
¢) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan
lainoya atas nama pribadi baik secara langsung maupun
tidak langsung,.
Laranigan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan
Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu dilakukan ferhadap Kegiatan, sub kegiatan, tindakar,
dan/ atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan
pelaksanaan APBD.

- Dalam hal Bendahara berhalangan, maka:

a) apabila melebihi 3 (tiga) han sampai paling lama I (satu)
bulan, Bendahara tersebut wajib memberikan surat kuasa
kepada pegawal yang ditunjuk untuk melakukan penyetoran
atau pembayaran dan tugas tugas Bendahara Penerimaan
atau Bendahara Pengeluaran yang bersangkutan dengan

b) apabila melebihi 1 (satu] bulan sampsi paling lama 3 (riga)
bulan, harus ditunjuk Bendahara Penerimaan afau
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Bendahara Pengeluaran dan diadakan berita acara serah
terima; dan

¢ apabila Bendahara Peénerimaan atau Bendahara Pengeluaran
sesudah 3 [figa) bulan belum juga dapat melaksanakan
tugasnya, maka dianggap yang bersangkutan lelah
mengundurkan  diri atau  berhenti sebagai bendazhara
penerimaan atau bendahara pengeluaran dan segera
diusulkan penggantinya. '

23) Syarat diangkat menjadi bendahara adalah;

al ASN,

b] mempunyai kemampuan dalam kebendaharaan; dan

c) jujur dan berintegritas.

3. Penetapan Pejabat Pengelnla Kenangan SKPD

a.

b.

PA

Kepala SKPD ditetapkan sebagai PA dengan Keputusan Bupati.

KPA

KPA ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan bertanggungjawab

kepada PA. Pejabat yang dapat diusulkan sebagai KPA adalah:

1} Pejabat Eselon Il (Kepala Bagian) pada Sekretariar Daerah:

2) Kepala Unit SKPD pada Unit Organisasi Bersilat Khusus:

3) Pejabat Eselon 1V Unit SKPD Kelurahan (Lurah); dan

4) Pejabal Fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai
Kepala Unit Organisasi Bersifat Fungsienal pada Dinas
Kesehatan.

PPK SKPD

Dalam rangka melaksanakan wewenang atas PENERUNAAT ANZEATAnN

vang dimuat dalam DPA-SKPD, Kepala SKPD menetapkan PPK SKPD

sehbagai berikut:

1) Kepala Subbagian Keuangan atau Kepala Subbag Perencanaan
dan Keuangan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD,
Badan, Dinas, Inspektorat Daerah. Kecamatan;

2) Sekretaris pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
dan

3) PPK SKPD lidak boleh merangkap dengan jabatan lain dalam
Pengelolzan Keuangan Daerah.

PPK Unit SKPD

Dalam hal PA melimpahlan sebagian kewenangannya kepada KPA,

maka PA menetapkan PPK Unit SKPD antuk melaksanakan fungsi

tata usaha kenangan unit SKPD. sebagai berikut:

1) Eselon IV atauPejabat Fungsional tertentu pada Sekretariat
Daerah; '

2} Pejabat eselon IV pada Unit SKPD Unit Organisasi Bersifat
Khusus:

3] Pejabat eselon IV pada Unit SKPD Kelurahan;

4] Pejabal fungsional terfentu yang diberi Tugas Tambahan sebagai
Kepala Tara Usaha pada Unit Organisasi Bersifat Fungsianal; dan

5) PPK Unit SKPD tidak boleh merangkap dengan jabatan lain
dalam Pengelblaan Keuangan Daerah,



PPTK

PA/KPA dapat memunjuk PPTK sebagai berikut:

1) Sekretaris dan Kepala Bidang pada Badan dan Dinas;

2) Sekrelaris dan Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah:

3) Sekretaris dan Kepala Seksi pada Kecamatan;

%) Kepala Subbagian/ Pejabat Fungsional tertentu pada Sekretariar
Daerali;

5] Kepala Bagian pada Sekretariar DPRD:

5) Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Unit SKPD Unil
Organisasi Bersifal Khusus;

7| Personil yang ditunjuk oleh pejabat fungsional tertenty vang
diberi tugas tambahan sebagai Kepala Tata Usaha padas Unit
Organisasi Bersifat Fungsional;

8) Kepala UPTD pada Dinas (apabila Kepala UPTD adalah pejabat
struktural 1 (safa) tingkat di bawah PA/KPA;

9] Kepala Seksi pada Kelurahan;

LO)PFTK tidak boleh merangkap dengan jabatan lain dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah: dan

L1] Apabila PPTK sebagaimana dimaksud pada angka I} sampai
dengan angka Y) tersebut sudah menduduki jabatan lain dalam
pengelolaan keuangan maka jabatan PPTK diberikan kepada
pejabal  struktural atau fungsional vang sejajar amau  di
hawahnya.

E. Tim Anggaran Pemerintah Daerah

9.

Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu TAPD yang dipimpin
oleh Sekretaris Daerah. _
TAPD terdiri atas Pejabal Perencana Daerah, PPKD dan pejabat lain
sesuai kebutunhan,

TAPD mempunyai tugas:

a.
b.

C.

membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;

menyusun  dan membahas rancangan KUA atau rancangan
perubahan KUA,;

menyusun dan membzahas rancangan PPAS atau rancangan
perubahan PPAS;

melakukan verifikkasi RKA SKPD;

membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APRD, atau
rapcangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

membahas Hasil evaluasi rancangan APBD, rancangan perubahan
APBD, atau rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD:

menyiapkan Sural Edaran Bupaii tentang Pedoman Peryusunan
RKA SKPD; dan

melaksanakan  tugas lain  sesuai ketentuan peraturan
pertindang-undangan,

Dalam melaksanakan tugas, TAPD dapal melibatkan instansi sesuai
kebutuhan.



PRINSIP PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

I,

2.

‘E'_r'l

10.

Semua penerimaan dan Pengeluaran Daerah dianggarkan dalam APBD

dan dilakukan melalui RKUD yang dikelola oleh BUD.

Dalam hal penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud padsa

angka | sesuai dengan kelentuan perabiran perundang- undangan

Hdak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan pencatatan dan

pengesahan penerimaan dan Pengeluaran Daerah tersebut.

PA/KPA. Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran dan orang

atat badan yang menerima atau menguasai uang kekayaan Daerah

wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan kelemtuan

peraturan perundang-undangan.

Pejabar yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen vang

berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan atau

pengeluaran atas pelaksapaan APBD berlanggungjawab terhadap

kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti

dimaksud. Kebenaran materiil dimaksud menipakan kebenaran atas

penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas Beban APBD sesuaj

kewenangan Pejabat yang bersangkutan.

Bupali dan SKPD dilarang melakukan pemungutan selain yang diatur

dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain sesuai dengan

ketentuan peraluran perundang-undangan.

Penerimaan SKPD vang merupakan Penerimaan Daerah tidak dapat

dipergunakan langsung untuk pengeluaran, kecuali ditentukan lain

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan,

Sepap pejabat  dilarang melakukan tindakan yang berakibat

pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran untuk membiayai

pengeluacan tersebut tidak tersedia atay ridak cukup tersedia. Setlap

pengeluaran atas beban APBD didasarkan atas DPA dan SPD atau

dokumen lain yaig dipersamakan dengan SPD, _

Bupat dan SKPD dilarang melakukan pengeluaran aras beban APBD

untuk tujuan lain dari vang telab ditetapkan dalam APBD.

Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:

a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;

b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;

c. pejabal  vang  diberi  wewenang  mengesahkan surat
pertanggungjawaban;

d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D:

¢. Bendabara Penerimmaan dan Bendahara Pengeluaran;

. Bendahara Pererimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran
Pembanta;

g. Bendahara Khusus; dan

h. pejabat lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD. _

Keputusan Bupati tentang penetapan pejabat untuk pelaksanaan APBD

dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.
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PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS UMUM DAERAH

1,

2.

10.

11,

Dalam rengksa pengelolaan uang Daerah, PPKD selaku BUD membuka
RKUTD pada bank umum yang sehal, ditetapkan aleh Bupati.

Penetapan bank umum fersebut dimuat dalam perjanjian antara BUD
dengan bank umum yang bersangkutan.

Dalam pelaksanaan nperasional penerimaan dan pengeluaran Dacrah,
BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran
pada bank umum yang sama dengan bank penampung RKUD, vang
dit¢tapkan oleh Bupati.

Rekening operasional penerimaan dioperasikan untuk menerima
setoran langsung Penerimaan Daerah yang tidak melalui bendahara
penerimaan dan/atau menerima setoran pendapatan vang dilakukan
oleh bendshara penerimaan.

Rekening operasional penerimaan dioperasikan sebagal rekening
bersaldo nihil yang seluruh penerimaannya harus disetor ke RKUD
sekurang-kurangnya paling sedikit 1 {satu) sekali schari pada akhir hari
sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian kerja sama antara BUD
dengan Bank Umum bersangkutan. '

Rekening operasional pengeluaran dioperasikan sebagai rekening yang
digunakan unfuk membiayai Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai
rencana pengeluaran.

Rekening operasional pengeluaran ini dioperasikan unituk pelaksanazn
belanja vang dibayarkan secara langsung kepada pihak ketiga melalui
mekanisme LS dan juga untuk pemberian UP, penggantian UP kepada
bendahara pengeluaran serta pemberian TU kepada bendahara
pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu,

Bupali dapat memberi izin kepada SKPD untuk membuka rekening
penerimaan  dan/atau  rekening pengeluaran melalui BUD  yanz
ditetapkan oleli Bupati pada bank umum, _

Rekening pencrimaan SKPD digunakan untuk menampung Pencrimaan
Daerah yang menjadi kewenangan SKPD bersangkutan. Pada alhir hiewr,
saldo yang ada di rekening penerimaan SKPD tersebut wajib disetorkan
seluruhnya ke RKUD oleh bendahara penerimaan. Rekening penerimaan
SKPD dibuka aras nama bendahara penerimaan SKPD.

Rekening pengeluaran SKPD digunakan untuk pengelolaan uang vang
akan digunalkan sebagai belanja-belanja SKPD, seperti UP dan TU
persediaan yang dikelola oleb bendahara pengeluaran SKPD. Rekening
pengeluaran SKPD dibuka atas nama bendahara pengeluaran SKPD
dtgu bendahara pengeluaran pembantu SKP[D,

Dalam hal penyaluran Penerimaan Daerah mensyaratkan ke rekening
Bank Umum tertentu, BUD dapat membuka rekening Bendahara
Penerimazan/ Bendahara Penerimaan Pembantu SKPD pada Bank
dimaksud setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pemerinlah Daerah berhak memperoleh bunga, jasa giro, dan/atau
imbalan lainnya atas dana yang disimpan di bank berdasarkan tingkat
suku bunga den/atau jasa giro sesusi dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan hiaya sehubungan
dengait pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan
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13.

14,

15,

16,

17.

18.

19,

20.

21.

22,

yang berlaku pada bank yang bersangkutan. Biaya tersebut dihebankan
pada Belarija Daerah. '

Dalam rangka manajemen kas, Pemerintali Daerah dapat
mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek alas
uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak
mengganggu likuiditas keuangan Daerah; tugas Daerah dan kualitas
pelayanan publik. _

Termasuk dalam investasi jangka pendek adalah deposito berjangka
walktu 3 (tiga)] bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat
diperpanjang secara otomatis, pembelian Surat Utang Negara jangka
pendek dan Sertifikat Bank Indonesia, '
Pemermtah Daerah melakukan penempsatan kas daeral dalam bentul
deposito pada Bank yang ditunjuk sebagai penémpatan RKUD yang
menjadi Bank Persepsi atau Bank Pembangunan Daerah.

Dalam rangka wmenjamin likuiditas keuangan daerah, Deposito
Pemerintah Daerah harus dapal ditarik sebagian atay seluruhnyva ke
RKUD oleh BUD setiap saat diperlukan.

Deposito harus disetor ke RKUD paling lambal tanggal 31 Desember
2024,

PPKD selaku BUD melakukan penatausahaan atas semua Penerimaan
Daerah dan Pengeluaran Daerah dari RKUD. Proses penatausahaan oleh
BUD memuat informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian
dokumen yang dilakukan secara elekironik. |
BUD membuat laporan atas Kas Umum Daerah vang berada dalam
pengeldlaannya, Disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Laporan BUD disusun dalam bentuk:

&) laporan posisi kas harian; dan

by rekonsiliasi bank atas posisi kas haran.

Laporan tersebut dibuat setiap hati dan diserahkan setiap hari pertama
setiap minggunya kepada Bupati atsu dapat diseralikan sesuai
kebutuhan.

Disamping laporan diatas, BUD membual Register SP2D yang telah
diterhitkan. Register SP2D secara vtomatis diperoleh dari sistern aplikasi
Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi.

H. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KAS TRANSITORIS

1.

Pengelolaan kas transitoris adalah pengelolaan atas kas non anggaran
vang diterima (bersifat transit) unruk disetorkan pada rekening pihak
ketiga yang telah ditentukan.

. Jenis-jenis kas transitoris:

a, Pajak Pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran, bendahara
pengeluaran pembantu, bendahara khusus sesuai dengan ketentuar
peraturan perundang-undangan dari setiap transaksi daerah seperti

~ Pajak Penghasilan dan/atau Pajak Pertambahan Nilai;

b. potongan gaji pegawai seperti iuran wajib Pegawai Penerima Upah
antara lain Bupati, DPRD, ASN, Kepala Desa/Perangkat Desa dan
Pegawal Lainnya, simpanan peserta Tapera, Pajak Penghasilan Pasal



21, Taspen, iuran jaminan keschatan, iuran jaminan kecelakaan
keérja dan jaminan kematian;

¢. Jaminan dalam bentuk serrifikat, nang jaminan dan/atau Titipan
Uang Muka yang diberikan oleh pihak ketiga kepada pemerintah
daerah dalam melakukan suatu pekerjaan yang memiliki risiko
kegagalan dalam pelaksanaannya atau jaminan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai contoh
sertifikar atau uang Jaminan dimaksud antara lain serifikat atau
uang jaminan pekerjaan, janiinan pemeliharaan, {aminan bongkar
reklame, dan jaminan lainnya, schingga apabila ada kegagalan
dalam pekerjaan atau penyebah lain yang mengakibatkan pekerjaan
tidak dapat dilaksanakan maka sertifikat jaminan dicairkan dan
uang jaminan ini menjadi milik pihak pemberi pekerjaan, dalam hal
ini Pemerintah Daerakb;

d. Pemerintah Daerah mendanal kewajiban pihak ketiga dengan

menggunakan uang jaminan yang diformulasikan dalam Program,
Kegiatan, dan Sub kegiatan 8KPD yang bersangkulan; '

c. PPKD melakukan reklasifikasi menjadi Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang 'sah atas uang jaminan iersebut yang sebelumnva
tercalal sebagai hutang pihak ketiga: dan

. jenis kas transitoris lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. _

Pengelolaan kas transitoris dilakukan sebagai bagian dari transaksi

Belanja Dacrah dan/atau Pendapatan Daerah sehingga dasar

pencatatannya menggunakan dokumen yang tidak terpisahkan dari

dokumen kelengkapan transaksi, _

Penerimaan dan pengeluaran kas tersebut dilakukan sebagai

perhitungan pihak ketiga,

Penerimaan kas transitoris, meskipun menambah Kas Daerah, tidak

boleh digunakan untuk operasional belanja karena dalam jangka waktu

tertentu harus dibayarkan ke pihak ketiga,

Terkait kas transitoris berapa jaminan, terdapati ketentuan sebagai

berikut:

a) dalam hal pihak ketiga tidak melaksanakan kewajibannya sesuai
kontrak, Pemerintah Daerah dapat mengeksekusi dan mengakii
uang jaminan sebagal Pendapatan Daerah berupa Lain-lain
Pendapatan Asli Daerah yang Sah: dan

b) Pendapalan Dacrah yang bersumber dari nang jaminan pihak ketiga
yang tidak melaksanakan kewajibannya sesuai korifrak, digiinakan
untuk mendanai pekerjaan yang menjadi kewajiban pihak ketiga
tersebut dalam mercapai larget Kinerja Sub Kegiatan SKPD yang
ditetapkan.

Pelaksanaan pengelolaan penerimaan kas transitoris dan pengeluaran

kas Iransitoris dilaksanakan oleh BUD. Bendahara Pengeluaran

dan/atau Bendahara Pengeluaran Pembantil.

Proses penatausahaan kas transitoris memusdt informasi, aliran data,

serta penggunaan dan penyajian dokumen vang dilakukan secara

elektronik, -

Tata cara pengelolaan kas non anggaran diatur sebagai berikut:



1)

3)

BUD memotong langsung kewsjiban pajak vang harus dibayar oleh
pihak ketiga berupa Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilat
pada saal penerbitan SP2D LS atas pengadaan barang/jasa;

BUD memotong langsung kewajiban pajak atas gaji dan tunjangan
PNS serta potongan iuran wajib pegawai pada saat perierbitan SP2D
LS Gaji atau 8P2D Tambahan Penghasilan Pegawai; dan
selanjutnya BUD melakukan penyetoran atas penerimaan tersebut
ke kas negara.

[ PENYIAPAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH

I, Penyiapan DPA-SKPD:

d.

setelah penetapan Peraturan Bupat tenfang penjabaran APBD,
PPKD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala SKPD
untuk menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD. Surat
pemberitahuan disampaikan kepada Kepala SKPD paling lambat 3
(tiga) hari setelah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD

ditetapkan;

sural pemberitahuan sebagaimana 'dirnaksuc_l dalam huraf a paling

sedikit memuat hal yang perlu diperhatikan oleh setiap kepals SKPD

dalam menyusun Rancangan DPA-SKPD meliputi:

1) pendapatan, belanja, dan pembiaysan SKPD yang digunakan
scbagal dasar pelaksanaan anggaran oleh PA:

2] rencana pendapatan yang akan dipungut dan diterima oleli SKPD
dalam tahun anggaran yang direncanakan;

3) Sasaran yang hendak dicapal, Fungsi, Program, Kegiatan, sub
kegiatan, dan anggaran belanja yang disediakan;

4| rencana penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;

5] rencana penarikan dana setiap SKPD;

6) batas akhir penyerahan Rancangan DPA-SKPD kepada PPKD
paling lambat & (epam) hari sejak diterbitkannya surat
pemberitahuan, untuk diverifikasi oleh TAPD: dan

7} batas akhir penetapan Rancangan DPA-SKPD;

Kepala SKPD menyusun rancangan DPA-SKPD berdasarkan surat

pemberitahuan Bupaft[ dan menyerahkan rancangan DPA-SKPD

vang telah disusun kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari setelah
sural pemberitahuan diterima;

TAPD melakukan verifikasl atas rancangan DPA-SKPD paling lambat

6 (enam) harl sgjak diterimanya Rancangan DPA- SKPD. Verifikasi

rancangan DPA-SKPD dengan menggunakan insirumen verifikasi

antara lawmn:

1) slandar harga satuan yang ditelapkan Bupati dengan
berpedoman pada peraturan perundang-undangan:
2) analisis standar belanja;
3] rencana keburuhan BMD:
4) standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/awau '
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3} petunjuk teknis untuk dana transfer pusat dan/atau dana
otonomi kKhiusus:

berdasarkan Hasil verifikasi TAPD atas rancangan DPA-SKPD, SKPD

melakukan penyempurriaan dan menyampaikan hasil

penyempurnean kepada TAPD; '

berdasarkan Hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA

dengan persetujuan Sekretaris Daerah;: daa

DPA sebagaimana dimaksud dalam hurul e digunakan sebagai dasar

pelaksanaan anggaran oleh Kepala SKPD selaku PA.

Anggaran Kas dan Surat Penyediaan Dana

a.

PPEKD selaku BUD mengatur Anggaran Kas Pemerinlah Dacrah
untuk mengatur ketersediasn dana dalam mendanai pengeloaran
sesual rencana penarikan dana vang tercanttim dalam DPA-SKPD;

- Anggaran Kas Pemerintah Daerah berisi perkiraan realisasi

Penerimaan Daerah dan rencana Pengeluaran Daerah  setiap

bulannya yang datanya bersumber dari kompilasi dan sinkronisasi

Anggaran Kas SKPD; _

Dalam rangka manajemen kas, PPKD menerbitkan SPD dengan

mempertimbangkan:

l} Anggaran Kas Pemerintab Daerah;

2] ketersedian dana di RKUD; dan

3) penjadwalan pembayaran pelaksanaan anggaran yang tercanlum
dalam DPA-SKPD.

SPD disiapkan oleh Kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKDJ;

SPD sebagai dasar perminiaan pembayaran sesuai kebutuhan

SKPD;

untuk pembayaran pengeluaran kebutuhan tanggap darurat

bencana, konflik sosial, dan/atawu kejadian luar biasa, PPKD selalkcu

BUD dapat melakukan perubahan SPD atau dokumen yang

dipersamalkan vang bersumber dari anggaran yang ditetapkan pada

DPA-SKPD yang menyelenggarakan langsi SKPKD: dan

PPKD selaku BUD dapat melakukan perubahan SPD apabila

terdapat kondisi sebagai berilut:

1) ketersediaan dana pada RKUD vang lidak sesual perkiraan
penerimaan dalam Anggaran Kas:

2) perubahan jadwal pelaksanaan sub kegiatan akibal keadaan
darurat termasuk keperluan mendesalk; atau

3] perubahan SPD menjadi dasar permintaan pembayaran
berikutriya. '

J,  PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PENDAPATAN

L. Semua Penerimaan Daerah dianggarkan dalam APBD  dan
penyetoranriya melalui RKUD. '

Dalam hal Penerimaan Daerah sesual dengan ketentuan peraturan
penindang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD, BUD melakukan
pengesahan dan pencatatan Penerimaan Daerah tersebut.

2.
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Bendatiara Penerimaan wajib menyetor selurih penerimaannya ke
RKUD paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari. Dalam hal kondisi
geografis Daeral sulit dijangkau dengan komunikasl, transportasi, dan
keterbatasan pelayanan jasa keuangan, serta kondisi objektif lainnya,
penyeforan penerimaan dapat melebihi 1 (satu) hari yang diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Bupati.

Setlap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

alas setoran. Bukti penerimaan dapat meliputi dokumen elektronik,

Penyetoran penerimaan pendapatan dilakukan secara tunai dan/arau
non tunai. Penyetoran penerimaan pendapatan menggunakan surat
tanda setoran. Pemyeloran dianggap sah setelah Kuasa BUD menerima
nota kredit atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bendahara Penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau sural

berharga yang dalam penguasaannya:
d. lebih dari 1 [satu} harl, kecuali dalam hal kondisi geografis Daerakh

sulit dijangkawn dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan
pelayanan jasa keuangar, serta kondisi objeklif lainnya; penyetoran
penerimaan dapal melebihi 1 (satu) hari yvang diatur lebih lanjur
dalam Peraturan Bupati; dan/atay

k. ‘atas nama pribadi.

Berdasarkan sifal dan prosedur pemunguran/pembayaran Penda patan

Daerah, penatausahaan Pendapalan Daerah dilaksanakan sebagai

barikut:

8. penalausahaan pendapatlan yang dipungul setelah penetapan oleh
Bupati, didasarkan pada dokumen Surat Ketetapan sesuai dengan
Jenis  pendapatan yang diatur dalam peraluran perundang-
undangan.

b. penatausahaan pendapatan yang dibayar sendiri oleh wajib pajak
(tanipa  ada penelapan) didasarkan pada dokamen/ bukti
penerimaan sesuai dengan jenis pendapatan vang diatur dalam
peraturan perundang-undangan. _

o, penatausahaan  Pendapatan Daerah, didasarkan pada
dokumen/bukti meliputi:

1) Sural Ketetapan Pajak Dacrah;
2) Surat Ketetapan Retribusi Daerah;
3) Surat Setoran Pajak Daeraii:
4) Surat Pemberitahuarn Pajak Daerak:
5) Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar; _
6] Stral Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahazr:
7] Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar;
8] Surdt Tanda Bukt Pembayararn; ’
9) Surat Tanda Setoran:
10) Npta Kredit dari Banlk:
11) Surat Perjanjian; _
12) dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundangan-undangan;
13) Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/ataa
14) bukti lainnya yang sah sesuai dengan keientuan peraturan
perundangan-undangan.
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Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pemibantu dalam
melakukan penyetoran penerimaan pendapatan dapat dilakukan secara
tunai dan non tunai, dengan cara: '

a. penyetoran penerimaan pendapatan secara tunai dibuktikan dengan
penerbitan surat tanda setoran atau bukti lain yang sah. Daftar
sural fanda setoran yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan
didokumentasikan dalam regisier surat tanda setoran; dan/arauy

b. penyetoran peuerimaan pendapatan secara non tunai dibukrilan
dengan bulkti notifikasi/nota kredit/media elekironik lainnya.

Penyetoran  penerimaan  Pendapatan Daerah dari  Bendahara

Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu, dianggap sah setelah

Kuasa BUD menerima notifikasi/nota kredit/media elektronik lainnya.

Bendahara Penerimaan SKPD wajib menyelenggarakan penatausahiaan

terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimasn yang

menjadi tanggnng jawabnya. '

Buku Bendahara Penerimasan adalah:

a. laporan penerimaan dan penyetoran;

b, register surat tanda setoran:

. buku Kas aamum; dan

d, buku pembantu, antara lain buku kas tunai dan buku bank.

Prosedur pembukuan dapat dikembangkan dalam 3 {tiga) prosedur,

antara lain:

a. pembukiran atas pendapatan vang diterima secara tunai:

b. pembukuan atas pendapaian yang diterima melalui rekening
bendahara penerimaan; dan

¢. pembukuan atas pendapatan yang diterima melahni Kas Umurmn
Daerah. _

Bendahara penerimaan SKPD wajib menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban penerimaan secara administrasi kepada PA melalui

PPK SKPD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, dan secara

fungsional kepada PPKD paling lambal tanggal 10 bulan berikutnya,

Bendahara Penerimaan Pembantu Unit SKPD wajib menyampaikan

Laporan Pertanggumgjawaban kepada Bendahara Penerimaan paling

lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Khusus Laporan Pertanggungjawaban bulan Desember, disampaikan

kepada PA dan PPKD paling lambat tanggal 31 Desember.

Bendahara Penerimaan SKPD  waijib menyampaikan Laporan

Pertanggungjawaban Fungsional yang merupakan Hasil konsolidasi

dengan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu

kepada PPKD selaku BUD setelah mendapat persetujuan dari PA paling

lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

PPKD dalam hal ini Kuasa BUD Pendapatan melakukan verifikasi

evaluasi dan analisls atas laporan pertanggungjawaban fungsional

penerimaan dalam rangka rekonsiliasi penerimaan, meliputi: _

a. kesesuaian perhitungan atas laparan pertangsungjawaban
pPENETImAan;

b. evaluasi kesesuaian realisasi dengan target penerimaan; dar

«. analisis capaian realisasi penerimaan.
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Mekanisme dan tatla cara verilikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana

dimaksud pada angka 17 diatur sebagai berikut:

a. Bendahara penetimaan pada SKPD  wengirim laporafi
pertanggungiawaban penerimaan kepada Kepala BKUD selaku BUD
eq. Kepala Bidang Pendapatan selaku Kuasa BUD Pendapatan:

b. Kepala Bidang Pendapatan pada BKUD selaku Kuasa BUD
Pendapatan melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan
Pertanggungjawaban penerimaan Bendahara Penerimaan SKPD
melalni Sub Bidang Evaluasi Pendaparan: dan

c. verifikasi, evaluasi «dan analisis laporan pertanggungiawaban
penerimaan SKPD dalam rangka rekansiliasi penerimaan,

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah vang sifatnya bernlang

dan lerjadi pada tahun yang sama maupan tahun sebelumnya

dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang
bersangkutan.

Pengembalian atas kelebihan Penerimaan Daerah yang sifatava tidak

berulang dan lerjadi pada tabun yang sama maupun tahun sebelumny=

dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang
bersangkutan. _

Pejabat Pelaksana Penatausahaan Penerimaan:

a. pada SKPD terdiri atas:

1} PA/KPA;

2) PPK SKPD dan PPK Unit SKPD;

3) Bendahara Penerimaan; dan

4 Bendahara Penerimaan Pembantu; dan
b. pada SKPKD terdir atas:

1} PPKD selakn BUD;

2} Kuasa BUD Pendapatan; dan

3) PPK SKPD pada SKPKD.

Laporan pertanggungjawaban penecimasn dilarmpir:

a, Dbuku kas umum;

b. laporan penerimaan dan penyetoran:

. register surat tanda setoran;

d. bukti penerimaan dan penyetoran yang lengkap dan sah; dan

e. pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembaritu.

Bendahara penerimaan pembantu wajib menyetor seluruh uang yarg
diterimanya ke RKUD atau rekening bendahara penerimaan paling lama
I [satu) hari terhitung sejak uang kas tersebut diterima,

Bendahara penerimaan pembantu mempertangungjawabkan  bukri
penerimaan dan bukti penyetoran dari seluruh uang kas vang
diterimanya kepada Bendaliara Penerimaan. _

Bendahara  Penerimaan Pembantiy  wajib  menyelenggarakan
penalausahaan lerhadap selurubh penerimasn dan penyetoran alas
penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Penatausahaan atas penerimaan pembantu menggunakan;

a. Surat Ketetapan Pajak Daerah;

b, Surat Ketetapan Retribusi Daerah;

¢, Surat Setoran Pajak Daeral:

d. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah;



e. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar;

{. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan:

g. Sural Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar

h. Suratl Tanda Bukli Pembayaran;

i. Surat Tanda Setoran;

j. Nota Kredit dari Bank:

k. Surat Perjanjian: |

I dokumen penetapan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan
peraruran perundangan-undangan;

Hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap: dan/aiau

bukti lainnya yang sah sesuai dengan Ketentuan peraturan
perundangan-undangan.
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K. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN BELANJA DAERAKM

1.

~

Umum

a. setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah
mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih;

b. pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat
dilakukan sebelum rancavigan Peraturan Daerah tentang APBD
ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran Daerah; dan

¢. pengeluaran kas sebagaimana dimaksud dalam hurul b tidak
termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atan  keperluan
mendesak sesnal  dengan  ketentuan peraturan perundang-
undangan. _

Bendahara Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran pembantu

melaksanakan pembayaran setelah:

a. meneiiti kelengkapan  dokumen pembayaran yang  diterbitkan
oleh PA/ KPA beserta bukii transaksinva;

b. menguji kebenaran perhitungan ragﬂuan yvang tercantum dalam
dokumen pembayaran; dan

c. menguji ketersediaan dana yang bersangkiilan,

Bendahara Pengelnaran/Bendahara Pengeluaran Pembanru  wajib

menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila persvaratan fidak

dipenuhi.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara  Pengehuaran Pembanta

beranggung jawab  secara pribadi atas pembayaran yang

dilaksanalkannya.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai

wa)ib pungut Pajak Penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan

seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungumya ke Rekeriing

Kas Umum Negara.

Atas persetujuan PA. Bendahara Pengeluaran SKPD dapat melimpahkan

sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara Pengeluaran

Pembantu unuk pelaksanaan sub kegiatan pada Unit SKPD.

Dalam  proses  belanja menggunakan UP. Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu dapat melakukan

pembayaran secara sekaligus langsung kepada penyedia barang/jasa

y
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atau melalui pemberian uang panjar terlebib dabiulu kepada PPTK atau

Pembantu Bepdahara Pengeluaran yang membantiy PPTK.

Pembayaran belanja secara sekaligus kepada penyedia barang/jasa atau

melalui pemberian uang panjar, dilakukan dengan terlebih dahulu

mendapat persetajuan PA/KPA vang dituangkan dalam Nota Pencairan

Dana yang diajukan oleh PPTK.

Pemberian uang p‘anjar berdasarkan Nota Pencairan Dana dilakukan

secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu ke rekening PPTK atau

rekening Pembanru Bendahara Pengeluaran yang membantu PPTK.

Dalam hal uang panjar lebih besar dari realisasi pembayaran belanja,

PPTK mengembalikan kelebihan uang panjar dimaksud kepada

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembanfu melalui

transfer Ke rekening Bendahara Pengeluasran/Bendahara Pengeliaran

Pembantu, Jika uang panjar lebikh kecil dari realisasi pembayaran

belanja, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

membayar kekurangannya kepada PPTK melalui transfer ke rekening

PPTK,

PPTK dan/atau Pembantu Bendahara Pengeluaran yang ada di PPTK

bertanggung jawab secara formal dan mareril atas penggunaan uang

panjar  yang diterima dari Bendahars Pengeluaran/Bendahara

Pengeluaran Pembanta.

Surat Permintaan Pembayaran:

a, Bendahara Pengeluaran mengajukan SPP kepada PA melalui PPK
SKPD berdasarkan SPD; |

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu mengajukan SPP kepada KPA
melalai PPK SKPD Unit herdasarkan SPD:

c. SPP yvang dapat diajukan oleh Bendahara Perigeluaran adalah SPP-
UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS; dan

d. SPP vang dapat diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu
adalah SPP-TU dan SPP-LS.

SPP-UP:

a. pada permulaan tahun anggaran, setelah Keputusan Penunjulan
Pengelola Keuangan SKPD, DPA-SKPD dan SKPKD ditetapkan, maka
Bendahara Pengeluaran dapat mengajukan SPP-UP kepada Pejabat
PA melalui PPK SKPD dalam rangka pengisian UP paling tinggi 1/12
(satu per dua belas] dari pagu anggaran belanja vang telah dikurangi
belanja yang harus dikeluarkan dengan sistem LS;

b. besaran UP ditentukan dengan Keputusan Bupari;

c. SPP-UP disjukan untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat
UP yang ditujukan bukan LS, diberikan sekali dalam setabun dan
belum membebani pagu anggaran:

d, proses pelimpahan UP didasarkan pada perencanaan internal SKPD
dan harus mendapatkan persetujuan dari PA;

e. atas persetujuan PA, Bendahara Pengeluaran SKPD dapat
melimpahkan sebagian UP yang dikelolanya kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan _sub kegiatan pada unit
SKPD. yang dilakukan secara non tunai melaiui pemindahbukuan

s



dari rekening Bendahara Pengeluaran ke rekening Bendahars

Pengeluaran Pembantu;

f.  persetujuan PA dan besaran pelimpahan UP dituangkan dalam surat
keputusan PA tentang besaran pelimpahan U kepada Bendahara
Pengeluaran Pembantu dengan mempertimbangkan usul Bendahara
Pengeluaran,

g. besarmva jumlah uang yang dilimpahkan tersebut memperhitunglkan
besarmya Kegiatan yang dikelola oleh KPA serta waktu pelaksanaan
Kegiatan;

h. atas dasar pelimpahan UP tersebut, maka Bendahara Pengeluaran
dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pencalatan pada
buku terkait;

i, Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggung jawab atas
penggunaan UP vang dilimpahkan oleh Bendahara Pengeluaran;

j. pelimpahan UP kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu berakhir
ketika sub Kegiatan unit SKPD yang bersangkutan telsh selesai
dilaksanakan dan apabila ferdapal sisa nang persediaan, disetorkan
secara non tunai melalui pemindahbukuan dari rekening Bendahara
Pengeluaran Pembantu ke rekening Bendahara Pengeluaran;

K. pengeluaran dapal diganli kembali dengan mengajukan Surat
Pemintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) dengan melampirkan
Pengesahan Surat Pertanggungjawaban;

L. SPP-UP yang diajukan dibuat rangkap 4 (empaf}, lembar pertama
untuk PA, lembar kedua untuk PPK SKPD, lembar ketiga dan empat
untuk Bendahara Pengeluaran;

m. kelengkapan dokumen SPP-UP:

1) foto copy Keputusan Penunjukan Pengelola Keuangan SKPD;

2} foio copy DPA-SKPD: '

3] foto copy SPL;

4) spesimen PA dan Bendahara Pengeluaramn:

3] nomor pokok wajib pajak Bendahara Pengeluaran;

6) nomor rekening bendahara pengeluaran pada PT. Bank Jawa
Tengah Cabang Urngaran;

7} ringkasan SPP- UP;

&) rincian penggunaan SPP-UP;

8) Laporan Pertanggungjawaban UP dan bukli pengeluaran yang
sah gtau dokumen asli pertanggungjawaban UP  tahun
sebelumnya; dan _

10) pengesahan surat pertanggungjawaban UP tahun sebelumnya;
dan

. ketentuan Penggnnaan UP:

1} keperluan pengeluaran sehari-hari yang harus
dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran;

2) setiap pembayaran harus didasarlan pada bukti pengeluasran
vang sah; '

3) dana UP diajukan unruk pengisian UP bukan untuk LS dan
diberikan sekali dalam setahun;

4) seliap pengeluaran tidak rleerkenaﬂkan melampaui dans pada
kode rekening anggaran yang disediakan dalam DPA:
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5] pembayaran yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
kepada 1 (satu) rekanan/pihak lain tidak boleh melebihi jumiahb
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupial) dengan proses
pengadaan barang/jasa sesuai dengan Kelentuan peraturan
perundsng-undangan, kecunali untuk pembayaran biaya
langganan listrik, telepon dan air serta biaya pengadaan balian
bakar minvak melﬂlul Stasjun Pengisian Bahan Bakar Umum;

6) dalam setiap pembayaran harus dilaksanakan keteniuan
mengenai perpajakan; dan

7) dana UP tidak boleh digunakan untuk pengeluaran vang
menurut ketenituan harus dibayvarkan dengan SPP-LS,

SPP-GU

a.

SPP-GU diajukan untuk mengganti UP yang lelah digunakan.

b. Pengajuan SPP-GU hanya dapat dilakukan oleh Bendahars

C.

d.

o
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Pengeluaran apabila pertanggungjawaban SPP-UFP atau SFP-GU

sebelumava telah dilaksanakan atau sudah dipertanggungjawablkan

dalam bentuk Sural Pertanggungjawaban.

Pengajuan SPP-GU dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 1

(satu) bulan pada Kegiatan yang sama.

SPP-GU diajukan apabila UP/GU sebelumnya telah dibelanjakan

sesuai keburuhannya.

Pengaluan SPP-CU memperhatikan Surat Pertanggungjawaban GU

sebelumnya dan Anggaran Kas bulan berikutnya.

SPP-GU yang diajukan dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertama

untuk PA, lembar kedua untuk PPK SKPD, lembar ketiga untuk

Bendahara Penigeluaran dan lembar keempat untuk PPTK.

Kelengkapan dokumen SPP-GU terdisi atas:

1] ringkasan SPP-GU,

2} rincian  SPP-GU  atau rincian belanja  yang  diajukan
penggantiannya sampai dengan sub rincian objek;

d) laporan perianggungjiawaban UP/GU dan bukti pengeluaran
vang sah dan lengkap, atau dokumen asli pertanggungawaban
GU sebelumnya; '

4] pengesahan sural pertanggungjawaban GU sebelnmnya aleh PA:
darn

9] kartu kendali Kegiatan,

h. Ketentusn Penggunaan GU:

1) setiap pengeluaran tidak diperkenankan melampaui dana pada
kode rekening anggaran yang disediakan dalam DPA;

2] setiap pembayaran harus didasarkan pada hukti pengeluaran
yang sah; '

3) pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
kepada satu rekanan/pihak lain tidak beleh melebihi jumilah
sebesar Rp50,000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dengan proses
pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang- undangan, Kecuali untuk pembayaran biava
langganan listrik, telepon dan air serfa biaya pengadaan bahan
bakar minyak melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum;
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A.
b.

4]

dipergunakan untuk membiayai pengeluaran sehari-hari yang
harus dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran:

5] pengeluaran dapat diganti kembali dengan mengajukan SPP-GU
dengan melampirkan pengesahan Sural Pertanggungjawaban:

6) dalam setiap pembayaran harus dilaksanakan ketentuan
mengenai perpajakan; dan _

7) dana gant uang persediaan tidak boleh digunakan untuk
pengeluaran yang menurat ketentuan harus dibayarkan dengan
SPP-LS.

SPP-TU

SPP-TU diajukan untuk menambah UP.

SPP-TU vang diajukan dibuat rangkap 4 (empat), lembar pertarna
untuk PA/KPA, Jembar kedua untuk PPK SKPD/PPK Unit SKPD,
lembar  ketiga untuk Bendahara Pengeluaran/Bendahars
Pengeluaran Pembantu dan lembar keempat untuk PPTK.
Kelengkapan dokumen SPP-TU terdiri atas:

1)
2)

ringkasan SPP-TU;

rincian belanja yang diajukan TU nya sampai dengan sub rincian
chyek: _

kartu Kendall Kegiatan;

bukti pengeluaran yang sah dun lengkap atas TU sebelumnya
atan dokumen asli pertanggungjawaban TU sebelumnya; dan
posisi kas pertanggal pengajuan.

Kﬁmnman Penggunaan TU:

1)

2)

s

3]

4)

3]

G)

digunakan untuk Kegiatan apabila UP tidak mencukupi dan
ticdlak dspat menggunakan SPP-LS;

digunakan untuk melaksanakan Kegiatan yang bersifat
mendesak atau sesual dengan jadwal Kegiatan yvang menurut
sifatnva harus segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda;
batas jumlah pengajuan TU haros mendapat persetujuan dari
PPKD dengan memperhatikan cincizn kebutuhan dan wakiu
penggunaannya, sclanjutnya ditetapkan dengan Peraturan
Bupari;

tidak diperbolehkan unruk membiayai Kegiatan vang siudah
berjalan; '

tambahan uang dipergunakan untuk kebuiithan 1 (satu) bulan
dan bdak digunakan wuntuk membiayai pengeluaran vyang
meniurul ketentuan berlaka harus dibayarkan dengan SPP-LS;
d]partanggung]awabkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak wang
diterima  rekening bendahara pengeluaran/  bendahara
pengeluaran pembantu SKPD;

jika TU iidak hahis dignnakan untuk pelaksanasn Kegiatan.

maka sisa Tambahan Uang harus disetar kembali ke RKUD,

kecuali:

a) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (saru) bulan dan
dinvatakan dengan sural pernyvataan dari PA/KPA; dan

b] Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telaly

ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali
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PA/KPA dan dinyatakan dengan surat pernyataan dari
PAJKFPA.
untuk pengajuan TU pada bulan Desember, maka uang tersebut
harus dipertanggungjawabkan paling lambat tanggal 31
Desember tahun berkenaan: dan
pengajuan SPP-TU pada sub kegiatan yang sama dapal

dilakukan, apabila SPP-TU yang digjukan sebelumnya sudah

dipertanggungjawabkan,

16. SPP-LS.

SPP-LS yang diajukan dibual rangkap 4 (empat), lembar pertama
untuk PA/KPA, lembar kedua untuk PPK SKPD/PPK Unii SKPD,
lembar ketiga untuk Bendahara Pengeluaran dan lembar keempat
untuk PPTK.

Ketentusn penggunaan uang LS:

el

1)

2

3

4|

digunakan untuk pembayaran:

al gaji dan tunjangan, termasuk Tambahan Penghasilan
Pegawai;

b) pengadaan barang)jasa kepada pihak ketiga:

¢) pembayaran kepads pihak ketigas lainnya sesuai dengan
kelentuan peraturan perundang-undangan; '

d} pembayaran lainnya yang melalui bendahara pengeluaran,
Termasuk pembayaran lainnya adalah pembayaran gaji dan
tunjangan pegawai Non ASN, pembavaran pekerjaan yang
dilaksanakan dengan cara swakelola, dan pembayaran unruk
belanja bantuan sosial kepada penvandang masalah
kesejahteraan sosial untuk orang terlanfar / kehabiisan belcal
di wilayah Kabupaten Teluk Wondama.

SPP-LS kepada pihak ketiga laininya dignnsken untuk

pembayaran:

a) hibah berupa uang;

b) bantuan sosial berupa wang;

c] bantuan keuangan;

d} subsidi;

e bagi Hasil pajak Dacrah,

) bagi Hasil rerribusi Daerah:

g belanja Udak ferduga untuk pengembalian  kelebihan

penerimaan yang terjadi pada tahun anggaran sebelumnya:
dan
b} pembayvaran kewajiban Pemerintah Daerah atas putusan
pengadilan. rekomendasi Aparat Pengawas Intermnal
Pemerintal  dan/atau  rekomendasi Badan Pemeriksa
lxeuangan
pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran barang/jasa
dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
Pembantu melalui PPK 8SKPD/ PPK SKPD Unit, paling lambai 3
(tiga) hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui
PPTK.

semua  besaran pembayaran pengadaan barang/jasa dapat

dilaksanakan melalul pemmbebanan LS.



9] pembayaran belanja bagi Hasil pajak Daerah dan bagi Hasil
retribusi Daerah dilakukan berdasarkan realisasi pajak Daerah
dan retribusi Daerah setiap bulan, dibayarkan pada bulan
berikutnya setelah bulan berkenaan berakhir.

Kelengkapan dokumen SPP-LS secara umum meliputis

ringkasan SPP-LS;

2) rinelan belanja yang diajukan pembayararinya sampai dengan
sub rincian objek;

bukti pengeluaran vang sah dan lengkap atau dokumen asli
pertanggungjawaban LS:

1)

3)

al

bl

)

)

Pembavaran Gaji dan Tunj jangan Pegawal, dengan dilampiri:

(1) rekapitulasi daftar gaji dan tunjangan atay legger Gaji
bulan berkenaan; dan

(2} E-billing Pajak Penghasilan.

Pembayaran Gaji Susulan, dengan lampiran:

(1) fore copy Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil vang

dilegalisasi;

(2) fotocopy Keputusan Murasi yang dilegalisasi;

(3) foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas yang
dilegalisasi; dan

%] tembusan  surat keterangan untuk mendapatkan
pembayaran tunjangan keluarga.

gaji susulan karena dijatulii hokuman disiplin dengan

dilampiri:
11] fom capy  Keputusan  pangkat terakhir yang

(2) foto copy keputusan badan pertimbangan pegawai yang

dilegalisasi;

(3) foto copy keputusan hukuman disiplin dari bupati vang
clﬂs-gahsam.

(4} E-billing Pajak Penghasilan; dan

(5] untuk gaji susulan hanya dapat dibayarkan dalam kurun
walktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Keputusan dimaksud
ditetapkan,

pembayaran kekurangan Gaji dan tunjangan, dilampiri:

(1) foto copy Keputusan kenaikan pangkat yang dilegalisasi;

(2} foto copy keputusan gaji berkala yang dilegalisasi;

(3) E-billing Pajak Penghasilan; dan

(4 untuk pembayaran kekuraﬂgan gaji hanya dapat
dibayarkan dalam Kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung
sejak Keputusan dimaksud chtelapkan

pembayaran kekurangan tunjangan jabatan dan fungsional

dilampiri:

(1) foto copy Beputusan jabatan struktural yang dilegalisasi;

(2] [oto copy Keputusan jabatan fungsianal yang dilegalisasi;

(3) foto capy suratl pernyataan pelantikan yang dilegalisasi;

(4} foto copy surat pernyataan menduduld jabatan yang
dilegalisasi; dan
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[3) foto copy surat pernyataan melaksanakan tugas jabatan
vang dilegalisasi.
pembayaran gaji terusan dibayarkan selama 4 (empat) bulan
dan dilampiri;
(I} foto copy surat keterangan kematian dari hwah yang
diketahul oleh camat yang dilegalisasi;
(2} foto copy Keputusan pangkat terakhir yang dilegalisasi;
(3) foto copy surai nikah yang dilegalisasi;
(4) momor rekening Bendahara Pengelnaran:
(3) E-billing Pajak Penghasilan; dan
(6) kelebihan pembayaran gaji terusan harus segera disetor
ke RKUD.
pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai, dengan
dilampiri: _
(1) rekapitulasi penerimaan Tambahan  Penghasilan
Pegawai;
(2) E-billing Pajak Penghasilan: dan
(3) rekomendasi pembayaran Tambahan Penghiasilan
Pegawai bulan sebelumnya dari Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Maniuisia,
pembayaran Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD
mencakup: -
{1) rekapitulasi Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD;
dan
(2) E-billing Pajak Penghasilan.

Pemabeyaran kepada pihak  ketigaatas pengadaan

barang/jasa menecakup:
(1) kuitansi bermeteraj cukup;

{2) kartu kendali Kegiatan;

[(3) buktl pengelodran dari Pemerintah Daerah;
(4} dokumen pengadaan, antara lain:

fa) dokumen  kontrak atau dokumen lain yvang
dipersamakan dengan kontrak;

(b) berita acara pemeriksaan;

(c) berita acara kemajitan pekerjaan;

{d) berita acara penyelesaian pekerjaan;

(e) berita acara serah terima barang/jasa;

{f) berita acara pembayaran;

{g) surat jaminan bank;

(h) surat referensi/keterangan bank;

(if sural pemyataan  kesanggupan  dari  pihak
lain/rekansan untuk menyelesaikan pekerjaan 100 %
(seratus persen) sampai dengan berakhir masa
kontrak;

(i) dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontralk
vang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber
dari peneriisan pinjaman/hibal luar negeri;



(k) kelengkapan dokumen pengadaan diatas disesuaikan
derigan kebutuhan berdasarkan jenis atau sifat
pengadaan barang/jasa vang dilakukan;

(I) Surar Setoran Pajak/E-Billing dan Faktur Pajak vang
telah ditanda tangani Wajib Pajak;

(m) surat tanda setoran denda keterlambatan apabila
pekerjaan mengalami keterlambatan; dan

(n) bukli pendaftaran Program Jamsostek kepada Badan

Penyelenggara Jaminan Sesial Ketenagakerjaan
cabang Ungaran;

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan pengadaan

barang/jasa, bentuk kontrak berupa: 7

(a) bentuk kontrak terdiri atas bukti pembelian;
pembayarar, kuitansi, surat perintah Kegja. surat
perjanjian dan sural pesanan;

(b) bukti pembelan/pembayaran digunakan untuk
pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling
baniyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

(0} kuitansi digunakan untulk pengadaan barang/jasa

lainnya dengan nilai paling banyak Rp50.000.000.00
(lima puluh juta rupiah):

(d) Surar Perintah Kerja digunakan untuk pengadaan

barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit diatas
Rp50,000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai
dengan nilaj paling banyak Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah), jasa konsultasi dengan nilai paling
bagyak Rp100.000.000,00 [seratus juta rupiah), dan
pengadaan konstruksi dengan nilai paling banyak
Rp200.000.000,00 {dua ratis juta rupiah);

{e) Surat Perjanjian digunakan untuk pengadaan

barang/ pcke_qaan konstruksi/ jasa lainnya dengan
nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 {dua
ratus juta tupiah), dan untuk pengadaan jasa
konsuitgsi  dengan nilai  paling sedikit  diatas
Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah);

() Surat Pesanan digunakan untuk pengadaan
barang/jasa melalui E-purchasing; dan

(g} untuk pelaksanaan belanja pengadaan barang/ jasa
melalui Toko Daring [Program Blangkon Jateng) dapal
dilaksanakan sampai dengan nilai Rp200.000.000.00
(dua ratus juta rupiah) dengan bukti perikatan)
bentuk kontrak berupa Surar Pesanan, dengan
ketentuan: '

() belanja dengan nilal sampal dengan Rp50.000.000,00
(ima puluh juta rapiah) dilaksanakan melalui
pembelian langsung dengan proses negoesiasi hargs
apabila Penyelenggara Perdagangan Melalni Sistem
Elektrolik atau marketplace memiliki fitur negosiasi
dengan bukti transaksi minimal berupa Surat

7
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Pesanan dan Sural Tagihan/ Invoice yang dapat
diunduh dari Penyelenggara Perdagangan Melalui
Sistem Elektrolik atau marketplace: dan (ii) belanja
dengan nilai diatas Rp50,000,000,00 (lima puluh juta
rupah] sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus
Jula ruplah) diwajibkan melakukan proses negosiasi
harga dengan Penvelenggara Perdagangan Melalui
Sistem Elektrolik atau marketplace dengan bukii
transaksi berupa Surat Pesanan, Berita Acara
Penerimaan dan Sural taglhan/ invoice yang dapat
diuniduh dari Penyelenggara Perdagangan Melalui
Sistem Elektrolik atau marketplace.

Untuk memperlancar proses transaksi pembayaran

atas belanja pengadaan barang/jasa melalui toko

daring termasuk bela pengadaan maka terhadap
transaksi  barang/jasa lainnya sampai dengan

Rpl10.000.000,00 (sepulubh jula rupiah) bentuk

Lmn trak cukup berupa bukli pengeluaran/ pembelian.

Pejabat Pembuat Komitmeri, Pejabat Pengadaan, PPTK

dan Bendahara Pengeluaran/ Bendaliara Pengeluaran

Pembantu tidak perlis meminta bukii pendukung

perlanggungjawaban ke penyedia barang/ jasa berupa

sural perintah kerja/ surat perjanjian artap kontrak,
meterai, cap penvedia dan tanda langan penyedia.

Bukt pendukung pertanggungjawaban belanja

barang/jasa secara elektronilk melalui toko daring

berupa surat pesanan online melalui toko daring,
bukti pembayaran secara elektronik dan surai jalan
penyerahan barang sebagai pengganti Berita Acara

Serah Terima Barang:

Dalam rangka meningkatkan persaingan usaha vang

sehal dalam pengadaan barang jasa dan kemudahan

dalam transaksi melalui toko daring terkair
perpgjakan Dacrah maka:

(1) Pelaku usaha tidak perlu memiiuat Nemor Pakok
Wajib Pajak Dacrah atau Nomor Pokok Wajib
Retribusi Daerah apabila sudah mempumyai
Neomor Pokok Wajib Pajak.

(2) Bendahara Pengeluaran; Bendahara Pengeluaran
Pembantu tidak  perlu melakukan pemotongan/
pemungutan pajak Daerah atas transaksi melalni
toko daring termasuk bela pengadaan.

Khusus LS untuk pengadaan tanah, dilampiri:

(L) berita acara pembebasan tanah yang dibual oleh
panitia pemhbebasan tanah: |

[2) surat setoran pajak/E-biling PPh fnal uivtak
pengadaan tanah dengan nilai  di  atas
Rp60.000.000,00 ([enam puluh jua rupiah);
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(3) surat setoran pajak Bea Peralehan Hak atas Tanah
dan Bangunan;

(4) persetujuan panilia pengadaan tanah;

(5) foto copy bukti kepemilikan;

(6) pemmyataan dari penjual bahwa tanah tidak dalam
sengketa; dan

(7) pelepasan/penyershan hak atas tanah akta jual
beli dl hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/
Notaris.

pembayaran belanja subsidi, dengan melengkapi:

(1} surat permohonan pericairan subsidi;
(2) Peraturan Bupall lenlang petunjuk pelaksazan

subsidi;

{3) Keputusan Bupati tentang penetapan penerima

subsidi dan besaran nilai subsidi;

(4) nomor rekening penerima subsidi;

[5) realisasi belanja subsidi bulan sebelurnva dan
kartu kendali;

(6) hasil audit oleh Kantor Akuntan Publik; dan

(7) kuitansi penerima bermaterai cukup.

pembayaran belanja hibah, dengan melengkapi:

(1] surat permohonan pencairan hibah;

(2] Peraturan Bupati tentang petunjuk pelaksanaan
pemberian hibah:

(3] Keputusan Bupali tentang perierima dan besaran
hibah;:

4) naskah perjanjian hibah;

(5) nomer rekening penerima hibah;

(6) realisas! belanja hibah bulan sebelumnya/karm
kendali,

(7] kuitansi bermeéterai cukup dan/atau tanda teriraa
penerimaan hibah; dan

(8) surar Keterangan terdaftar pada instansi vang
berwenang/Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia rlentang pengesahan pendinan
badan hukum bagi yang berhadan hukum/
Keputusan tentang pembentukan
Badan/Lembaga yang ditelapkan berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

pembayaran Dbelanja bagthan sosial, dengan

melengkapi:

(1} surat permohonan pencairan bantuan sosial.

(2) Peraturan Bupan tentang perunjuk pelaksanaan
pemberian bantuan sosial:

(3) Keputusan Bupati tentang penerima dan besaran
banluan sosial;

(4] momor rekerning penerima bantuan sosial;

(5] realisasi  belanja  bantuan  sesial  Bulan
sebelumnya/kartu kendali; dan
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(6) kuitansi penerima bermeterai cukup dan/atau
tanda terima penerimaan bantuan sosial.

pembayaran belanja banfuan keuangan, dengan

welengkapi;

(1) sural Permahonan Pencairan bantuan keéuangan:

(2) Peraturan Bupat tentang petunjuk pelaksacaan
pemberian bantuan keuangan;

(3) Keputusan Bupall tentang penerima dan besaran
bantuan keuangan;

(4} nomor rékening penerima banthan keuangan;

(5] realisasi  belanja bantuan keunagan bulan
sebeluminya/karta kendali  beserta  Surat
Pertanggungjawaban; dan

(B) kuitansi penerima bermeterai cukup darn/atau
tanda terima penerimaan bantuan kenangan.

pembayaran belanja bagi Hasil pajak Dagrah

dan/atau bagi Hasil relribusi Daerah, dengan
nielengkapi:

{1} Perafuran Bupati tentang petunjuk pelaksanaan
pemberian belanja bagi Hasil pajak Dacrah
dan/atau bagi Hasil retribusi Daerah;

(2) Keputusan Bupat tentang penerima dan besaran
belanja bagi Hasil pajak Daerah danjatau bagi
Hasil retribusi Daerah;

(3] nomor rekening penerima belanja bagi Hasil pajak
Daecrah daa/atau bagi Hasil retribusi Daerah;

(#) laporan realisasi penerimaan pajak dan/atau
penerimaan retribusi bulan sebelumnya vang
ditandatangani oleh FPKD. yang disusun
berdasarkan Hasil rekonsiliasi dengan SKPD
pengelala  pajak dan  retribusi  pada bulan
berkenaan; dan

(5) kuitansi penerima bermeterai cukup dan/arau
landa terima penerimaan belanja bagi Hasil pajak
Daerah dan/atau bagi Haslil retribusi Daerali; dan

pembayaran  Belanja Tak Terduga, dengan

melengkapi: _

{1} surat permchonan pencairan  Belanja Tak
Terduga;

(2) surat penetapan kedaruratan darl pejabat yang
berwenang, untuk Belanja Tak Terduga dengan
lkategori tanggap darurat;

(3) Peraturan Bupall tenlang petunjuk pelaksanaan
pemberian Belanja Tak Terdoga vang diminta;

(4 Keputusan Bupati tentang persemjuan
penggunaan Belanja Tak Terduga;

(3) Keputusan Bupat tentang penerima dan besaran
Belanja Tak Terduga;

(6) nomor rekening penerima Belanja Tak Terduga;

/



(7) realisasi belanja Belanja Tak Terduga bulan
sebelumnya dan kartu kendali;

(8) Khusus Belanja Tak Terduga untuk bantuan sosial
kepada orang lerlanlar kehabisan bekal datam
perjalanan tanpa menggunakan Keputusan
Bupat, tetapi dengan dilampiri surat keterangan
dari pejabat berwenang vang menerangkan bahwa
yang bersangkiutan benar-benar dalam kondisi
kehabisan bekal dalam perjalanan; dan

(9) kuilansi penerima bermeterai cukup dan/atau
tanda terima penerimaan uang Belanja Tak
Terduga.

17. Sural Perintah Membayar

a,

o

£

h.

Berdasarkan pengajuan SPP-UP, PA menggjukan permintaan UP
kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM=UP setelah dilakukan
verifikasi SPP-UP beserta kelengkapannya oléeh PPK SKPD dan
diterbitkan pengesahan Surat Pertanggungjawaban atas UP tahun
sebelumnya oleh PA.

Berdasarkan pengajuan SPP-GU, PA mengajukan permintasn GU
kepada Kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-GU, serelah dilakukan
verifikasi SPP-GU beserta kelengkapannya oleh PPK SKPD dan
diterbitkan pengesahan Sural Pertanggungjawaban atas GU
sebelumnya oleh PA.

Berdasarkan pengajuan SPP-TU, PA/KPA mengajukan permintaan

TU kepada Kuasa BUD dengan meneéerbitkan SPM-TU. setelah

dilaiculean verifikasi SPP-TU beseria kelengkapannva oleh PPE

SKPD/PPK Unit SKPD dan diterbitkan pengesahan Sural

Pertanggungjawaban atas uang TU sebeluminya oleh PA/KPA,

Berdasarkan pengajuan SPP-LS, PPK SKPD/PPK Unit SKPD

melakukan verifikasi atas:

1} kebenaran materiil syarat bukti mengenai hak tagil;

2} kelengkapan dokumen persyaratan  sehubungan  dengan
perianjian perigadaan barang/ jasa; dan

3) ketersediaan dana vang bersangkutarn,

Berdasarkan hasil verifikasi PPK SKFD/PPK Unit SKPD, PA/KPA
memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan

SPM-LS kepada Kuasa BUD.

Dalam hal hasil verifikasi tidak memenuhi svarat, PA/KPA tidak

menerbitkan SPM, dan mengembalikan SPP-LS paling lambat 1

[satu) han sejak duermlanya SPP.

PA /KPA menandatangani dan menerbitkan SPM paling lama 2 (dua)

hart sejak proses verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, antok

kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi:

1) surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA/KPA; dan

2) sural Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD/PPK Unir SKPD yang
dilengkapi dengan ceklist kelengikapan dokumen, '

PA/KPA dilarang menerbiikan SPM yang membebani tahun

anggaran berkenaan setelah tabun anggaran berakhir.

Batas akhir penyampaian SPM kepada Kuasa BUD:



1) penyvampaian SPM untuk penerbitan SP2D Gaji paling lambat

tanggal 10 (sepuluh) sebelum bulan berkenaan;

2) penyampaian SPM utuk penerbitan 8SP2D Tambahan
Penghasilan Pegawal paling lambal pada hari kedua tiap bulan
disertai dengan Laporan Realisasi Tambahan Penghasilan
Pegawal dan Rekomendasi dari Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia tentang penilaian
Tambahan Penghasilan Pegawai yang harus dibayarkan bulan
sebelumnya;

3] penyampaian SPM-GU/TU untuk penerbitan SP2D paling lambat
sampai dengan {anggal 25 (dua pulub lima) setiap bulan; dan

4) pada akhir tahun anggaran, penyampaian SPM- GU/TU untuk
penerbitan SP2D paling lambal tanggal 7 Desember 2024 sesual
jam kerja dan SPM-LS paling lambat tanggal 15 Desember 2024
sesuai jam kerja.

18. Surat Perintah Pencairan Dana
a. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan 8PM yang diterima dari

PA/KPA yang ditujukan kepada Bank Jateng selaku pemegang kas

Daerah,.

b. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima dalam
kondisi benar, lengkap dan sah.
c. Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewa|iban untuk:

1) meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA, berupa
Suratl Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA, Sural Pernyataan
Verifikasi PPK SKPD/PPK Unit SKPD yang dilampiri kelengkapan
ceklist dokumen, pengesahan Surat Pertanggungjawaban atas
dana vang dirminta sebelumnya, dan Kartu Kendali. Khusus SPM-
TU ditambah kelengkapan herupa Surat lzin ataun Parseriujuan
PPKD dan Peraturan Bupati fentang batas jumiab pengajuan TU
dengan wmemperhatikan rinelan kebutuhan dan  waktu
penggunaannya. Khusus SPM-LS pengadaan barang/jasa
ditambah kelengkapan berupa:

a) keterangarn koritrak, ditandatangani oleh Pejabat Pembuati
Komitmen atau Pejabat Penandatangan Kontrak dan
diketahui oleh PA/KPA, yang memusgt:

(1) narna SKPD;

{2) nama Kegiatan/sub kegiatan;

{3) nama pihak ketiga/rekanan;

(4) nama pekerjaan;

(5) nomor dan tanggal kentrak;

(6) nomor dan tanggal Suratl Perintah Mulai Kerja;

(7) nilai Rontrak;

(8) jangka wakiu pelaksanaan kontrak. menyebut jumlah
hari serta tanggal mulai dan tanggal selesai pelaksanaan
kantrak;

(9} sumber dana;

(10) tanggal dan pomor berita ascara pemeriksaan fisik atan
berita acara serah lerima yang terdiri atas:
(a) Uang muka;



2]

3)
4‘]

(b} Termin 1;
(c) Termin 2;
(d} Termin 3;
(e) Termin 4 dan seteruasnya; dan
(fj Termin akhir (pelunasanj;
(11) Nilai uang vang telah dicairkan:
(@) Uang muka:
(b) Termin 1;
(c) Termin 2;
(d} Termin 3;
(¢) Termin 4 dan seterusnya;
(f) Termin akhir (pelunasan); dan
(g) Nilai denda keterlambatan pekerjaan (apabila ada):
b) nomor rekening piliak ketiga dan surat keterangan bank atas
kebenaran rekening pihak ketiga;
¢j Nomor Pokok Wajib Pajak pihak ketiga dan E-billing
untuk kepentingan pemotongan pajak; dan
dl Surat Tanda Setnran denda keterlambalan pekerjaan (apabila
ada).
menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang
tercantum dalam SPM;
menguji ketersediaan dana Kegiatan yarng bersangkutan; dan
memerintahkan pencairan dana sebagel dasar Kegiatan yang

bersangkutan.

Kuasa BUD tidak menerbitkan SF2D yang diajukan PA/KPA apabﬂa

1]

tdak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KP

Surat Pernyataan Verifikasi PPK SKPD/PPK Unit SKPD y,ang

dilampiri kelengkapan ceklist dokumen, pengesahan Surat

Perianggungjawaban atas dana yang diminta sebelumnya, dan

Kartu Kendali. Khusus SPM-TU tidak dilengkapi dengan Surat

izin atau Persetujuan PPKD dan Peraturan Bupati lentang Batas

Jumlah Pengajuan TU dengan memperhatikan rincian

kebutuhan dan wakiu penggunaannya. Khusus SPM-LS

pengadaan barang/jasa tidak ditambah kelengkapan berupa:

a) keterangan kontrak, ditandatangani oleh Pejabat Pembuat
Komitmen atau Pejabat Penandatangan Kontrak dan
diketahui alelt PA/KPA yang memuat:

(1) nama SKPD;

(2) mama Kegiatan/sub kegiatan;

(3) nama pihak ketiga/rekanan:

(4) nama pekerjaan;

{5) nomor dan tanggal kontrak:

(6] nomor dan tanggal Surat Perintah Mulai Kerja;

(7} nilai kentrak,

(8] jangka walkiu pelaksanaan kontrak, menyebui jumlah
hari serta tanggal mulai dan tanggal selesai pelaksanaan
kontrak;

(9] sumber dana;
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(10) wanggal dan nomor berila acara pemeriksaan fisik atau
berita acara serah terima yang terdiri atas:
fa) Uang muka;
() Termin 13
(c) Termin 2;
(d) Termin 3;
{e) Termin 4 dan seterusnya; dan
{} Termin akhir (pelunasan)
(11) Nilai wang vang telal dicairkan;
(a) Uang mulka;
{h) Termin 1;
(c)] Termin 2;
(d) Termin 3;
(g) Termin 4 dan seterusnyva,
() Termin akhir (pelunasan); dan
(g} Nilai denda keterlambatan pekerjaan (apabila adal;
2) tidak dilengkapi nomor rekening pihak Kketiga dan Surat
keterangan Bank alas kebenaran rekening pihak ketiga;
3) tidak dilengkapi Nomor Pokok Wajib Pajak pihak ketiga dan E-
billing untuk kepentingan pemotongan pajak;
4) tidak denda keterlambatan pekerjaan (apabila adal; dan
5) pengeluaran lersebut melebihi pagn;

Kuasa BUD mengembalikant dokumen SPM dalam hal ketentusan
sebagaimana dimaksud dalam huruf d paling lambat | [satu) hari
sejak diterimanya SPM;

Penerbitan SP2D rerdiri afas 4 (empayl) lembar, yangterdiri atas;

1) lembar pertama untuk bank yang ditunjuk; '

2) lembar kedua untuk PA/KPA atau PPEK SKPD/PPK Unit S8KPD;

3) lembar ketiga untuk arsip Kuasa BUD; dan

4) lembar keempat untuk Plhak Penerima/Bendahara
Penigelnaran; Bendahara Pengeluaran Pembantu atan Pihak
Ketiga.

BUD/Kuasa BUD dapat meminta surat keterangan dan/atau surat
pernyataan dari PA/KPA terkait penerbitan SP2D dtas SPM vang
disampaikan PA/KPA ketika diperlukan.

Pembukuan  Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran
Pembantia

a.

Dalam rangka pengendalian atas pelaksanaan Belanja Daerah,
Bendahara  Pengeluaran/Bendahara  Pengeluaran  Pembantu
metniggunakan buku sebagai berikul:

1) Register SPP/SPM/SP2D;

2] Buku Kas Umum;

3] Buku Pembantu Bank;

4] Buku Pembantu Kas Tunai;

5) Buku Pembantu Pajak;

6H) Buku Pembantu Panjar; dan

7) Buku Pembantu per Sub Rincian Objek Belanja.



b,

Pencatatan buku sebagaimana dimaksud dalam huraf a bersumber

pada data, antara [ain;

1) Bukti transaksi yang sah dan lengkap;

2) SPP-UP/GU/TU/LS:

3) SPM-UP/GU /TU/LS;

4} SP2D; dan/atau

5} dokumen pendukong lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang- undangan,

20. Batas kas tunai yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran  Pembsniu/Pembantu Bendahara Pengeluaran vang
membantu dalam ruang lingkup Kegiatan yang ada pada PPTK:

21,

a.

sisa kas tunai pada Bendahara Pengelusran paling banyak sebesar
Rp3.000.000,00 [tiga juta rupiah] dengan tetap memperbatikan
batasan lransaksi non tunai yang diatur dalam Peraturan Bupati
vang mengatur pelaksanaan transaksi non tunai dalam APBD:

sisa kas tumai pada Bendahara Pengeluaran Pembantu paling
banyak Rpl.000.000,00 (satt juta rupiah) dengan tetap
memperhatikan batasan iransaksi non (unai vang diatur dalam
Peravuran Bupati yang mengatur pelaksanaan transaksi non tunai
dalam APBD; dan

sisa kas tunal pada Pembantu Bendahara Pengeluaran vang
membantu dalam lingkup Kegiatan belanja vang ada di PPTK paling
baayak RpS00.000,00 (lima rvatus ribu rupiah) dengan tetap
memperhalikan balasan transaksi non (unai vang diatur dalam
Peraturan Bupati yang mengatur pelaksanaan transaksi non tunat
dalam APBD.

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran
Pembantu:

a.

a

Bendahara Pengeluaran secara administralif wajib
mempertanggungjgwahkan penggunaan UP/ GUf TU/LS kepada PA
melalui PPIC-SKPD paling lambat tanggal 5 (lima] bulan berikutnya.
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantil wajib
mempertanggungjawabkan secara fungsional atas uang vang
menjadi  tanggung jawabnya dengan menvampaikan laporan
pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPRD selaku BUD
(Subbidang Pengendalian Anggaran pada Bidang Perbendaharaan
BKUD) paling lambst tanggal 10 {sepuluh) bulan berikutmyz.
Penyampaiati pertangegungjawaban  Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembanitu secara fungsicial
dilaksanakan setelah diterbitkan surat pengesahan pengeluaran
oleh PAJKPA.

Penerbitan surat pengesahan pengeluaran oleh PA/KPA paling
lambat fanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Khusus pengesahan pengeluaran bulan Desember dilaksanakan
paling lambat tanggal 31 Desembier tahun berkenaan.

Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir ftahun
anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bulan Desember
disampaikan paling lambat tanggai 31 Desember tahun berkenaan.

Batas Waktu Penyelesaian Tagihan



b.

Pengajuan pencairan dana dapat dilakukan sesuai kontrak kerja,
apabila progres fisik laporan penyélesaian pekerjaan telah memenuhi
syaral pengajusn pencairan.

Tagihan alas pengadaan harang/jasa yang membebani APBD

diajukan dengan surat permohonan pembayaran oleh penyedia

barang/jasa kepada PA /KPA atau Pejabal Pembual Komitmen paling
lambat 7 (tojuh) hari atau hari ke- 1 sampai dengan hari ke-7 serelal
timbulnya hak iagili (Berita Acara Serah Terima atau Berila Acara

Pemeriksaan Pekerjaan per termin) kepada Pemerintah Daerah.

Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) had setelah timbulnya hak

tagih kepada Pemerintali Daerah sebagaimana dimaksud dalam

huruf b, penyedia barang/jasa belum mengajukan  surat
permohonan pembayaran, maka PA/KPA atau Pejabat Pembuat

Komitmen wajib memperingatkan atau memberitaliukan secara

tertulis kepada penyedia barang/iass untuk segera mengajukan

tagihan dimaksud berupa surat teguran paling banvak 2 (dua) kal
dalam waktu 7 (fupah) hari; dengan tembusan kepadar

1] Inspekiur Daerah; dan

2) Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

Batas waktu pengajuan permohonan pembayaran dari ]:nha.k kctLga

kepada PAJKPA atau Pejabat Pembuat Komitmen setelah menerima

surat teguran kedua adalah 7 (tujuh) hari dengan memberikan
penjelasan secara tertulis kepada PA/KPA atau Pejabat Pembnat

Komitmen atas keterlambatan pengajuan tagihan tersebut,

Pengajuan dokumen SPP-LS untuk pembayaran barang/jasa

dilaicukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran

Pembanin melalni PPK SKPD/PPK SKPD Unit, paling lambat 3 (tiga)

hari sejak diterimanya tagihan dari pihak ketiga melalui PPTK.

E’engzgtian dokumen SPM kepada Kuasa BUD untuk pembavaran

barang/jasa dilakulkan pleh PA/KPA, paling lambat 3 {tiga) hari sgjak

diterimanya mgnhan dari pihak ketiga melalui PPTK,

Apabila pengajuan dokumen SPM-LS untuk pembayaran pengadaan

harang/jasa melebihi ketentuan batas waktu sebagaimans

dimaksud dalam hurul a sampal dengan huruf | maka:

1) Pada saal pengajuan SPM-LS Pengadaan barang/jasa ke Kuasa
BUD harus dilengkapi dengan Surat Ijin Bupali yang
ditandatangani PA dengan dilampiri Surat Teguram Rebagalmaﬂﬂ
dimaksud dalam hurufl ¢, dan permohornan ijin térsebut disetujui
aleh Bupati.

2) Apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan permohonan
pembayaran dilampirl dengan dokumen yang sali dan lengkap
kepada Pejabat Pembuat Komitmen atau PA/KPA, tetapi sampai
3 (dga] hari sejak diterimanya dokumen permohenan
pembayaran dari penyedia barang/ jasa tersebut, pihak Pejabat
Pembuat Komitmen atau PA/KPA dan Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembaritu belum melaksanakan proses.
pembayaran, maka pada saat pengajuan SPM-LS Pengadaan
harang/jasa ke Kuasa BUD harus dilengkapi surat izin Bupati
yarig ditandatangani PA, dengan dilampni pernyataan Pejabat

!



Pembuat Komitmen atau PA/KPA leatang penyebab
terlambatnya proses pembayaran di SKPD serta Surat Teguran
apabila melalui proses surat teguran sebagaimana dimaksud
dalam burul’ ¢, dan permohonan izin tersebut disetujui oleh
Bupati.

Tagihan sebagaimana dimaksud dalam hurul b didasarkan atas:

1) perjanjian atas pekerjaan pengadaan barang/jasa;

2) berita acara kemajuan pekerjaan;

3) berita acard pemeriksaan pekerjaan;

4| Derifa acara serah terima pekerjaan;

3] bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan; dan

6] dokumentasi sesuai penyelesaian pekerjaan; termin.

L. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBIAYAAN DAERAH

I. Penatausahaan Penerimaan Pembiavaan

L,

b.
<,

Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dilakukan oleh kepala

SKPKD.

Penerimaan Pembiayaan Daerah dilakukan melalui RKUD.

Dalam hal penerimaan Pembiayaan Dacrah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalui RKUD,

BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan

Pembiayaan Daerah tersebut,

Keadaan yang menyebabkan SiLPA rahun sebelumnya digunakan

dalam tahun anggaran berjalan untuk:

1} menutupi defisit anggaran;

2] mendanal kewajiban Pemerintalh Daerah yang belum tersedia
anggarannya; o

3] membayar bunga dan pokok Utang Daerah yang melampaui
anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD:

4] melunasi kewajiban buniga dan pokok utang;

5) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan ASN akibat adanva
kebijakan Pemerintah Pusat; '

t) mendanai Program, Kegiatan, dan sub kegiatan yang belum
tersedia anggarannya; dan/atau

7) mendanai sub kegialan yang capaian Sasaran Kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA- SKPD tahun
anggaran berjalan, yang dapat diselesaikan sampal dengan batas
akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun anggaran berjalan,

Pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Dana Cadangan

dilakitkan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan sesuai

peruntukannya.

Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD dilakukan

selelah jumlal Dana Cadangan yang ditetapkan berdasarkan

Peraturan Daerah tentang pembeniukan Dana Cadangan yang

bersanglkutan mencukupi. _ _

Pemindahbukuan paling finggl sejumlah pagu Dana Cadangan yang

akan digunakan sesuai peruntukannya pada tahun anggaran
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b 4

berkenaan sesuai dengan yang ditelapkan dengan Peraturan Daerah
tentang pembentukan Dana Cadangan. _
Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD atau

sebaliknya dilakukan dengan surat periritah pemindahbukuan oleh

Kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Penerimaan kas atas Penerimaan Kembali Pemberian Pinjarnan
Daerah melalaf RKUD.

ijamars Daerah merupakan semua transaksi vang mengakibatkan
Daerah mienerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang
bernilai uang dan pihak lain sehingga Daerah lersebut dibebani
kewajiban untuk membayar kembali, yang bersumber dari:

1] pemerintah pusat;

2) pemerintah daerah lain;

3] lembaga keuangan bank;

4] lernbaga keuangan bukan banl; dan

3] masyvarakat.

Pelaksanaan dan penatausahaan atas Pinjaman Daerah dari
pemerintah pusat dilaksanakan melalai:

1 LS

2) rekening khusus:

3] pemindahbukuan ke RKUD;

4) letler of credit; dan

5) pembiayaan pendahuluan.

Pembukuan penerimaan kas alas Pinjaman Daerah menggunakan
Bulu Kas Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dan dicatar aleh
Kuasa BUD pada sisi penernigiaan.

Penatausahaan Pengelnaran Pembiayaan

.a1

=
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Pelaksanaan dan penatausahaan pengeluaraan Pembiayaan Daerah

dilakukan oleh kepala SKPKD.

Pengeluarasn Pembiayaan Daerah dilakukan melalui RKUD.

Dalam hal pengeluaran Pembiayaan Daerah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan tidak dilakukan melalu

RKUD, BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan

dan pengeluaran Pembiayaan Daerah tersebut-

Pengalokasian anggaran untuk pembentukan Dana Cadangan dalam

tahun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan

dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan,

Alokasi anggaran dipindahbukukan dari RKUD ke rekening Dana

Cadangan.

Pemindahbukuan dilakukan dengan surat perintah Kuasa BUD atas

perselujuan PPKD.

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran Pembiayvaan; Kuasa BUD

berkewajiban watuk:

1] meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan eleh
kepala SKPKD;

2) menguj kebenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan
vang tercantum dalam perintah pembayaran;

3] mengujl ketersediaan dana yang bersangkutan; dan
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4] menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas
pengeluaran Pembiayaan fidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

Melunasi kewajiben bunga dan pokok utang untuk penvediaan

anggaran pembayaran bunga dan pokok utang serta menghindari

denda dan/alau sanksi sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Dana cadangan untuk setiap tahun ditempatkan pada rekening

tersendiri untuk Dana Cadangan pada bank umum yang ditetapkan

Bupati dalam bentuk deposito dan/atau investasi jangka penrdek

lainnya yang berisiko rendah.

Dalam hal terdapat bunga Dana Cadangan alas pemanfaaatan Dana

Cadangan Pemerintah Daerah mengakui dan mencarat Bunga Dana

Cadangan sebagai Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sal.

Bunga Dana Cadangan dapat digunaksn untuk mendanai

kebutuhan Pemerintal Daerah melaksanakan Sub Kegiatan dalam

mencapal indikator capaian Sasaran yang telah ditetapkan.

Penggunaan Dana Cadangan hanya untuk melaksanakan 1 (satu)

sub kegialan berdasarkan indikater dan target capaian Sasaran yang

lelah clitetapkan.

Penyertaan modal pemerinlah daerah pada badan usaha milik

daerah dan/atau badan ussha [ainnya ditetaplan dengan peraturan

daerah lentang penyertaan modal.

Penyertasn modal daerah dalam bentuk uang merupakan bentuk

mvestasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat

hak kepemilikan, ' '

Penyertaan modal pemerintali daerah atas BMD merupakan

pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan

yang ftidak dipisahkan menjadi kekayaan vang dipisahkan untuk
diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usasha
milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya

yang dimiliki negara.

Pemindahbukuan atas penyertaan modal daerah dalam bentuk vang

dilakukan oleh Kuasa BUD dengan berdasarkan dokumen antara

lain:

1) peraturan daersh rentang penyertaan modal; dan

2) bukti transler atas penyertaan modal dari RKUD.

Pembukuan atas pemindahbukuan dan pemindahtanganan atas

penyertaan modal daerah menggunakan Buku Pencrimaan dan

Pengeluaran Pembiayaan.

Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan merupakan hasil

bersth setelah dikurangi biaya pelaksanaan penjualan kekayaan

daerah yvang dipisahkarn.

Dokumen yang digunakan dalam hasil penjualan kekayaan Daerah

yang dipisahkan antara lain:

1] Perataran Daerah tentang hasil penjualan kekayaan daerah
vang dipisahlan;

2) Bukti hasil penjualan kekayasn daerah yang dipisahkan; dan

3] Nota kredit atas pemindahibukuan ke RKUD.
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Pembukuan atas Pemindahbukuaa hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan dilakukan oleh Kuasa BUD menggunakan Buku
Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Pemerinlah Daerah dapat memberikan Pinmjaman Daerah apabila
APBD diperkirakan mengalami surplus.

Pengalokasian anggaran untuk pemberian Pinjaman Daerah dalam
tahun anggaran berkenaan sesual dengan jumiah yang ditetapkan
dalam Peraturan Daecrah lentang APBD dengan mengacu pada
perjanjian pemberian pinjaman.

Mekanisme pencairan Pinjaman Daerah sesuai  mekanisme LS
kepada pihak ketiga lainnyva.

Pengalokasian anggaran untuk pembayaran pokok utang vang jatuhb
tempo dalam tabun anggaran berkenaan sesuai dengan jumlah yang
ditetapkan dalam Peraruran Daerah tentang APBD dengan mengacu
pada perjanjian utang/obligasi Daeral,

Pembayaran pokek utang yang jatuh tempo dilakukan pembebanan
melalui RKUD,

Pembukuan pengelusran kas alas pembayaran pokok utang yang
Jatuh tempo menggunakan Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran
Perobiayaan dan dicatat oleh Kuasa BUD pada sisi pengeluararn.

aa. Proses pembayaran pokok utang yang jatuh tempo dilakukan sesuai

mekanisme LS kepada pihak ketiga.

M. PENGELOLAAN INVESTAS] DAERAH

I.

2.

Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam  rtangka
memnpervleh mantaat ekenomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
Pengelolaan kKeuangan investasi Daerah adalah sebagai berilut:

a,

perigelolaan  anggaran penyertaan modal (inveslasi) Daerah
dilakukan nleh PPKD dan semua pengeluaran Penibiavaan Daerah
dalam rangka investasi tersebut dilakukan melalui RKUD;
penyeritaan modal (investasi] Pemerintah Daerah dapat .di,lakzsan alcan
apabila jumiah yang akan disertakan dalam rtaliun anggaran
berkenaan (elah ditetapkan dalam Peraturan Daerah teniang
pemyvertaan mocal Pemerintah Daeral;
setelah besaran penvertaan modal (investasi] Daerah dianggarkan
pada tahun anggaran berkenaan, SKPD Pengelola Investasi Daerah
mcngajukan Nota Dinas permohonan percairan dana untuk
penyertaan modal kepada PPKD untuk diterbitkan SPR/SPM-LS
melalui Bendahara Pengeluaran BRUD;
berdasarkan SPP/SPM-LS vang telah diterbitkan  lersebut,
selanjutnya BUD akan mencairkan pengeluaran pembiayaan
penyertaan modal (investasi) Daerah;
PPKD menyelenggarakan akuntansi atau pencatatan atas transaks
penyertaan modal (investasi) Daeral!
SKPD Pengelola Investasi wajilk memantau dan  melaporkan
pengelolaan penyertaan modal (investasi) Daerah kepada Bupati; dan



g. pengurangan, penjualan, dan/atau pengalihan investasi dicatat
pada rekening penjualan kekayaan Daserah yang dipisahkan
(divestasi modal). '

PENGELOLAAN PIUTANG DAERAH

1

3.

g\
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Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan dan
kekayaan Daerah wajib mengusahakan agar setiap Piutang Dacrah
diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.

SKPD melakukan penatausahaan atas pefierimaan piutang atau tagihan
Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD,

SKPKD melakukan penatausahaan aras penerimaan plutang atau
tagihan Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPKD.

Fiutang atau tagihan Daerah yang tidak dapat diselesaikan selunthnya
dan tepat waktu, diselesaikan sesual denpan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Piutang Daerah jenis terlentu seperti piutang pajak Daerah dan piulang
retribusi  Daerah merupakan  prioritas  untuk  didahuhukan
penyelesaiannya sesual dengan ketentuan perdturan perundang-
undangan,

Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibarkan masalah perdate
dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai Piutang Daeral

vang cara penyelesaiannya sesual dengan ketentuan peraturan

penmndang- andangan.,

Piutang Daerab dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyaral dari
pembukuan sesual ketentuan peraturan perundang- undangan yang
mengatur penghapusan piufang negara dan Daerah, kecuali Piutang
Darerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam peraturan
perundang-undangan,

Kepala SKPD/SKPKD melaksanakan penagihian dan menarausahakan
Piutang Daerah yvang menjadi tanggung jawabnya.

SKFD yang mengelola piutang vang menjadi langgung jawabnya wajib
melaporkan realisasi penerimaan piutang setiap bulan kepada Kepala
BKUD selaku Kepala SKPKD.

Berdasarkan rekapitulasi laporan realisasi piutang dari SKPD ditambah
realisas] penerimaan piutang SKPKD setiap bulan melaporkan realisasi
penerimaan Piutang Daerah kepada Bupati.

UTANG DAN PINJAMAN DAERAH

Bupati dapat melakukan pengelolaan utang dan pinjaman sesuai
dengan keteninan peraturan penandang-nndangan.

Biaya yang timbul akibat pengelolaan utang dan Pinjaman Daerah
dibebankan pada anggaran Belanja Daerah.

Pembayaran pokok utang dan bunga utang disesuaikan dengan jadwal
pembayaran yang tercantum dalsm surat perjanjian Utang Daerah.
Mekanisme penerimaan dari utang serts pengeluaran kepada pihak
ketiga untuk membayar ulang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. '
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PERCESERAN ANGGARAN

1. Pargeseran ang‘garan tercl'ir'i atas
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b. Pergeseran anggaran yang ndak merubah APBD; dan

c. Pergeseran anggaran dalam kondisi tertentu,

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a
dapal dilakukan mengikali ketentuan mekanisme perubahan APBD,
dengan mempedomani regulasi dan proses perencanaan dan
penganggaran (perubahan REPD, perubahan KUA PPAS, perubahan
RKA, perubahan DPAJ.

Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a
melipuri:

antar organisasi;

antar unit organisasi;

antar Program;

antar Kegiatan;

antar sub kegiatan;

antar kt-lcl'mpdk: dan

antar jenis.

PL],"E,GSLI‘EID anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b.
m.E:lI]:ilill'

a.  pergeseran antar objek dalam jenis  yang  sama, dapat

dilakukan awas persetujuan Sekrevaris Daerah;
b. pergeseran antar rineian objek dalam objek yang sama dapar
dilakukan atas persetujuan PPRD:
c. pergeseran anlar sub rincian ijek dalam rincian objek yang sama
~ dapat dilakukan atas persetujuan PPKD; dan/atau
d. perubahan atau pergeseran atas uraian dar sub rincian objek dapat
dilakukan atas persetujuan PA.
Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran sebagaimaria
dimaksud pada angka 4, ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang
Perubahan Penjabaran APBD,
Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan
perubahan APBD dapat dilaltukan sebelum perubahan APBD,
dengan meribah Peraluran Bupat tentang Penjabaran APBD dan
diberitabukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi terfentu tersebut dapat
berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik
di tingkat nasional atau daerah.
Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD,
pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda Perubahan
APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD,
maka dilaporkan dalam Laperan Realisasi Anggaran.
Senua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-

SKPD.

PA/KPA menyviapkan perubahan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan
pergeseran anggaran. Perubalian DPA-SKFD tersebut disetujui oleh
Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.



Q. PENDANAAN KEADAAN DARURAT

w

1.

Pemerinlah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanm
keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dalam Rancangan
Perubahan APBD.

Dalam hal pengelnaran untuk mendanai keadaan darurai dilaknkan
setelall perubahan APBD, atan Pemerintah Daerah tidak melakukan
perubahan APBD maka pengeluaran tersebul disampaikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran.

PENDANAAN KEADAAN LUAR BIASA

1.

Perubahan APBD hanya dapal dilalukan 1 (samu) kali dalam 1 (satu)
tahun anggaran, kecuall dalam keadaan luar biasa. Keadaan luar biasa

merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau
pengeluaran APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 50%

{lima puluh persen).

Perubahan APBD akibal keadaan luar biasa diatur dalam Peraturan
Bupati.

Dalam hal keadaan |uar biasa yang menyebabkan estifmasi peneriman
dalam APBD mengalami kenaikan 50% (lima puluh persen), maka dapat
dilakukan penambahan Kegiatan baru dan/atau peningkatan capaian
Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dalam tahun anggaran
berkenaan.

Dalam hal keadaan laar biasa yang menyebabkan estimasi peneriman
dalam APBD mengalami pentrunan 50% (lima pulub persen), malka
dapat dilakukan penjadwalan ulang danjatau pengurangan capaian
Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dalam tabun anggaran
berkengaan,

AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

1.

Akunlansi Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan:

a. Kebijakan Akuntansi Pemerintali Daerah:

b. SAPD; dan

c. BAS untuk Daerah,

Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan
entitas pelaporan.

Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan SKPD sebagai entitas
akuntarsi. '

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah meliput kebijakan akuntansi
pelaporan keuangan dan Kebijakan akuntansi akun,

Kebijakan akuntansi pclaporm memal penjelasan atas unsor- ansur
laporan keuangan vang berfungsi sebagai pandusan dalam penvajian
laporan keuangan.

Kebijakan akuritansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran,
penilaian dan/atau pengungkapan transaksi arau peristiwa sesuai SAP.
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SAPD memuat pilihan prosedur dan teknik akuntansi dalam identifikasi
rransaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke buku besar, penvusunan
neraca saldo clan penyajian laporan keuarngan.

Penyajian lapeoran keuangan paling sedikilt meliputi;

a. laporan realisasi anggaran;

b. laporan perubahan salde anggaran lebil:

€. neracd.

d. laporan operasional;

€. laporan arus kas; _

[, laporan perubahan ekuitas; dan

. catatan atas laporan keuangan.

BAS untuk Daerah merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
melakiikan kodefikasi aknn yang menggambarkan struktur APBD dan
laporan keuangan secara lengkap, bertujuan untuk mewujudkan
statistik keuangan dan laporan keuangan secara nasional seldaras dan
terkonsolidasi antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah yang
meliputi  penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan
keuangan. _ _

BAS untuk Daerah diselaraskan dengan BAS pemerintal pusal.

T. PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

1.

i

Pemerintah Daerah menyusun Laporan Realisasi Semester Pertama
APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Disampaikan
kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli tabun berkenaan,
dan menjadi dasar perubahan APBD.

Pelaporan keuangan Pemerinlah Daerah merapakan proses pernyusunan
dan penyajan laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas
pelaporan sebagal hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku
entitas akuntansi.

. Laparan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi paling sedikit

meliputi:

a. laporan realisasi anggaran;

. neraea;

¢. laporan operasional;

d. laporan perubahan ekuilas; dan

e calalan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Bupali melalui PPKD
paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleli PPKD
selaku entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Bupati dalam
rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:

laporan realisasi anggaran;

laporan perubahan saldo anggaran lebih:

neracHd,

laporan operasional;

laparan arus kas;

laporan perubahan ekuitas; dan

Apm W

o
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g calalan atas laporan keuangan, disampaikan kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahua
anggaran berakhir

Laporan keuangan Pemerintah Daerah dilakukan reviu oleh Aparat

Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan sebelum disampaikan kepada Badan Pemeriksa

Keuangan untuk dilakokan pemeriksaan.

lLaporan keéuangan Pemerintah Daerab disampaikan ke Badan

Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun

anggaran b(,rakhir

dise]ea.ajkaﬂ pah_ng [aﬂ_lbal 2 [dua) bulaﬁ sel.elah mer_ienma hpt)ran

keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka memenuhi kewajiban informasi keuangan Daerah, PA

menyusun dan menyajikan laporan keunangan SKPD bulanan dan

semesteran untuk disampaikan ke Bupat melalui PPKD.

Dalam rangka memenuhi kewajiban informasi kenangan Daerah, PPKD

menyusun dan menyajikan laporan keuangan bulanan dan semesteran

untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan.

U, Badan Layanan Umum Daerah

1.

nall

a2

Pemerintah Daerah membentuk BLUD dalam rangka meningkaikan
pelayanan kepada masyarakat, dengan menetapkan Peraturan Bupaii
tentang kebijakan fleksibilitas yang dilaksanakan oleh pejabat BLUD.
Pelavanan masyarakat vang dilaksanakan oleh BLUD. meliputi :

a. penyediasn barang dan/atau jasa layanan umuni;

b. pengelalaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/aiau
layanan kepada masyarakat; dan

. pengelolaan wilayah /kawasan tertentut untuk tmjuan meningkatkan
perekonomian masyvarakat atau lavanan ymum.

BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah.

BLUD merapakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan vang dikelola

unfuk menyelenggarakan Kegiatan BLUD yang bersanglcalan sesuai

dengan Ketenfuan peraturan perundang- undangan.

BLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.

Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAPD,

Pembinaan kewangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis

BLUD dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab aras urusan

Pemerintahan yang bersangkulan.

Seluruby pendapatan BLUD digunakan langsung untuk membiavai

belanja BLUD yang bersangkutan, meliputi pendapatan yang diperoleh

darj aktifitas peningkatan dan Kinerja Pemerintah Daerab.

Rencana bisnis dan anggaran serta laporan keuangan dan Kinerja BLUD

disusun dan dis‘ajikﬂn sebagaj bagian yang tida!{ terpi'sahk'a'n da:’ri

Pemmnlah Dderah



10. Ketentuan Jebil lanjut mengenai BLUD diatur dalam Peraturan Bupati
disusun berpedoman pada Peraturain Menteri.

PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Ketentuan terkait pengelolaan penyelesaian kerugian Daerah adalah sebagai

berikut:

. Setiap Kerugian Daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar
hukum atau kelalaian sescarang wajib segera diselesajkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- nndangan.

2. Setiap bendahara, ASN bukan bendahara, atau pejabat lain karena
perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya, baik
langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Daerah wajib
mengganti kerugian dimaksud.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenal penyelesaian kerugian Daerah diatur
dalam Peraturan Bupati yang disusun dengan berpedoman pada
peraturan perandang-undangan.

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. Pengelolaan BMD meliputi serangkaian Kegiatan pr.ns:elolaan BMD.

2. Ketentuan lebih [anjui mengenai pengelolaan BMD diatur dalam
Peraturan Bupati yang disusun dengan berpedoman pada peraturan
perundang-undangan.

INFORMASI KEUANGAN DAERAH

1. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan informasi keuangan Daerah
dan diumumkan kepada masyarakat.

2, Informasi keuangan Daerah paling sedikit memuai nformas:
penganggaran, pelaksanaan anggaran dan laporan keuangan,

3. Informasi keuangan Daerah digunakan urituk:

a. membantia Bupan dalam menyusun anggaran dan laporan
keuangan Daerah; '

b. membantu Bupat dalam merumuskan kebijakan keuangan Daerah;

o. membantu Bupat dalam melakukan evaluasi
Kimerja kenangan Daerah,

d. menyediakan statistik keuangan Pemerintah Daerah:

E. mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;

f. mendukungpenyelenggaraan sistem informasi kepada
masyarakat; dan

g. melakukan evaluasi Pengelalasgn Keuangan Daerah.

4. Informasi keuangan Daerah harus mudah diakses oleh masyarakat dan
wajib disampaikan kepada Menten vang menyvelenggarakan urusan di
bidang pemerintahan dalam negeri dan Menieri vang menyelenggarakan
urusan pemenntahan di bidang keuangan.

e
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PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

L,

2.

Bupati melaksanakan pembinaan dan peéngawasan Pengelolaan
Beuangan Daerah kepada SKPD.

Pembinaan dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan
dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, dilaksanakan oleh
BEUD sesuai peraturan perundang- undangan.

Pengawasan dilakukan dalam bentuk audity, reviu, evaluasi,
pemantauan, bimbingan reknis dan bentuk pengawasan lainnys sesuai
peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan oleh Inspektorat
Daecrah sesuai peraturan perundang-undangan,

Untuk mencapai Perigelolaan Keuangan Daerah yang ekonomis, efektif,
efisien, transparan dan akuntabel, Bupat wajib melakukan
pengendahan internal atas penyelenggaraan Kegiatan Pemerintaban di
Daerah.

Penyelenggaraan sistem pengendalian internal dilaksanakan oleh
Inspekloral Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerabh menerapkan sistem Pemerintahan berbasis
elekifromik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penerapan sistem pemerinfahan berbasis elektronik dapat dilakukan
bertahap sesuai dengan kondisi dan/atau kapasitas Pemerintah Daerah.
Pemerintah Daerah wajib menerapkan sistem Pemerintahan berbasis
elektronik dibidang Pengelolaan Keuangan Daerah secara terintegrasi
paling sedikit meliputi: '

a. penvusunan Program dan Kegiatan dari RKPD;

b. penyusunan rencana kerja SKPD;

€. penyusunarn anggaran;

d. pengelolaan Pendapatan Daerah; _

€. pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Daerah.:

[. akuntansi dan pelaporan; dan

g. pengadaan barang/jasa.

PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI; HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA
TRANSFER SERTA BELANJA TIDAK TERDUGA

BELANJA SUBSIDI

1.

2.

Belanja subsidi merupakan alokasi anggaran yang diberikan olel

Pemerintah Daerah hanya kepada perusahaan atau lembaga tertentu

agar harga produksinya terjangkau oleh masyarakat vang daya belinya

terbatas,

Belanja subsidi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. penerima subsidi adalah perusahaan atau lembaga tertentu vang
mernghasilkan produk ataq jasa pelayanan nmum yang telah diaudit
sesual dengan kelentuan peraturan perundang- undangary;

b. subsidi diberikan dengan tujuan agar harga jual produk atao jasa
yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat dan
m&nmgkatkan kesejahteraan masyarakat, dan



¢. penerima subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban
penggunaan subsidi kepada Bupati dalam rangka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD melalui SKPD yang
menangani.

B. BELANJA HIBAH

i.

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah
dalam bentuk uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada
pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan Daerah,
masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya.

Belanja hibah dalam bentuk uang dianggarkan dalam belanja
operasional SKPD yang penyalurannya dilaksanakan secara non tunai
dari rekening bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran
pembantu atau RKUD ke rekening bank atas nama penerima hibah.
Penatausahaan barang yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat Belanja hibah dalam bentuk barang diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan Barang Milik
Daerah diatur dalam Peraturan Bupati yang disusun dengan
berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. BANTUAN SOSIAL

1.

2.

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan
yvang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang/barang kepada
individu, keluarga, kelompok masyarakat dan/atau masyarakat.
Pemberian bantuan sosial oleh Pemerintah Daerah dalam rangka
meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat
secara langsung, dilaksanakan atas persetujuan Bupati.

Bantuan sosial dilaksanakan dengan ketentuan:

a. bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus atau
tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan pengguna
dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

b. bantuan sosial dalam bentuk uang dianggarkan pada belanja
operasional SKPD yang menangani, dilaksanakan dengan ketentuan:
1) pemberian bantuan sosial sampai dengan nilai Rp3.000.000,00

(tiga juta rupiah) dapat diberikan secara langsung (tunai) dari
SKPD yang menangani kepada penerima bantuan sosial;

2) pemberian bantuan sosial senilai lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga
juta rupiah) disalurkan oleh Kuasa BUD atas permohonan SKPD
yang menangani dan ditransfer langsung ke rekening bank
penerima bantuan sosial; dan

3) pemberian bantuan sosial kedaruratan bencana senilai lebih dari
Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dalam kondisi tertentu apabila
penerima bantuan sosial kesulitan membuka rekening pada
bank yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala
Desa/Kelurahan, maka bantuan disalurkan oleh Kuasa BUD ke

!



Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD yvang menangani alas
usulan dari Kepala SKPD yang menangani bantuan sosial.

BELANJA TRANSFER

1.

Belanja (ransfer berupa:

a. belanja bagi hasil pajak Daerah kepada Pemerintah Desa;

b. belanja bagi hasil retribusi Dae¢rah Pemerinlah Desa; dan

¢. belanja bantuan ketangan Pemerintah Desa,

Pengelolaan belamja iransfer kepada Pemerintah Desa diatur lebih lanjut
dalamn Peraturan Bupati yang disusun dengan berpedoman pada
peraturan perundang-undangan,

BELANJA TIDAK TERDUGA

L

Dasar pengeluaran anggaran belanja tidak terduga yang dianggarkan
dalam APBD untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan
mendesak.

Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan
lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam fahun anggaran
berjalan; dan/alau

b memanfaztkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan diformulasikan

terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.

Yang dimaksud dengan keadaan darurat meliputiz

a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial danyatau kejadian
luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan perfolongan: dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat menggangu Kegiatan
pelayanan publik.

Yang dimaksud dengan Reperinan mendesak melipuii:

a. kebutuhan Daeral dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat vang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b1, Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat
wajib; N _

¢. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah
dan lidak dapal diprediksikan sebelumriya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya vang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintaly Daerah
dan/atau masyarakat.

Kriteria keadaan darural dan keperloan mendesak ditetapkan dalam

Peraturan Daerah tentang APBD taliin berkenaan.

Pengeluaran untuk mendanai keadaaan darurat yvang belum tersedia

anggarannya diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecnali

untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, Konflik sosial, dam/atau
kejadian luar biasa.



8. Belanja untuk kebututhan tanggap darural bencana, konflik sosial
dan/afau kejadian luar biasa digunaken sesuai dengan Ketentuan
peraturan perundang-undangan,

9. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mencdesak yang belum tersedia
anggarannya danjfatau  tidak cukup tersedia  anggarannya,
diformulasikan 1erlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan
DPA-SKPD.

0. Mekanisme pencairan _ o
Pencairan belanja tidak terduga dilakukan sestai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
dan diserahkan kepada Bendahara Pefigeluaran SKPD yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman dan
Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan bencana
atau SKPD yang mengajukan permohonan dana untuk Belanjg Tak
Terduga, '

F, PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

l. Laporan Pelaksanaan Kegiatan

a. Sebagali bahan pengendalian pelaksanaan Kegiatan khususnya
untuk merigantisipasi ferjadinya kesalahan dtan penyvimpangan
dalam Kegiatan pelaksanaan APBD dan upaya percepatan
pelaksanaan Kegiatan, seperti keseupbhangan antara kemajuan fisik
dan penyerapan dana serta untuk masukan terhadap penyusunan
kebijakan di tahun yang akan datang, maka PA diwajibkan untuk
menyampaikan Laporan Bulanan, yang memuat laporan
perkembangan pelaksanaan Kegiatan APBD. _

b. PA yvang mengelola Bantuan Keuangan kepada Kabupaten (APBD
Provinsi), Dana Alokasi Khusus, Tugas Pembantuan) atau Urusan
Bersama juga harus menvampaikan laporan hulanam,

c. Laporan disampaikan oleh PA per Kegiatan kepada Bupati melalui
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
Pengiriman laporan bulanan APBED paling lambat tanggal 10

~ (sepuluh) setelah bulan tersebut berakhir.

d. Pelaksanaan laporan Kegiatan sebagaimana dimaksod dalam haraf
¢ dengan merniggunakan laporan sebagai berikut.

1) Laporan Daftar lsian Kegiatan Bulanan, diantaranya berisi:

a) daftar persentase Rencana Target Fisik Kegialan yang
disampaikan pada awal tahun anggaran dan  setelah
perubahan anggaran; dan

bj Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD dengan
rincian:

(1) kemajuan keuangan, baik SP2D maupun Sural
Pertanggun.awaban sampal dengan bulan lalu, bulan
ini dan sampai dengan bulan ini; dan

(2] persentase perkembangan kemajuan fisik disertai
dokumentasi.

2) Himpunan permasalahan hasil rapat koordinasi pengendalian
operasional Regiatan ngkat SKPD.



3)
4

o)

Laporan perkembangan pelaksanaan Kegiatan bantuan
keuangan kepada Kabupaten yang berasal dari APBD Provinsi.
Laporan perkembangan pelaksanaan Kegiatan dana alokasi
khusus.

Laporan  perkembangan  pelaksanaan  Kegiatan  tugas
pembantuan dan urusan bersama.

2. Laporan Pertanggungjawaban
a. Laporan Bulanan

1)

2)

Laporan Bulanan SKPD terdiri atas:

a) laporan  keuangan bulanan yang terdiri dari laporan
realisasi anggaran.

b) daftar transaksi harian yang dilengkapi dengan nomor
trasaksi penerimaan negara,;

c} laporan posisi kas;

d) laporan realisasi Tambahan Penghasilan Pegawai;

e) laporan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil; dan

f) laporan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Laporan bulanan SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf

a) sampai dengan huruf c) disampaikan ke BKUD paling

lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, sedangkan

Laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf d) sampai

dengan huruf f) disampaikan ke BKUD paling lambat hari

kedua bulan berikutnya;

Laporan Bulanan Pemerintah Daerah terdiri:

a) laporan keuangan bulanan yang terdiri dari laporan realisasi
anggaran,;

b} rekapitulasi transaksi harian BUD;

(a) laporan posisi kas yang merupakan gabungan dari
seluruh laporan posisi kas SKPD;

(c) laporan realisasi Tambahan Penghasilan Pegawai yang
merupakan gabungan dari seluruh laporan Tambahan
Penghasilan Pegawai SKPD;

(d)} laporan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil yang
merupakan gabungan dari seluruh laporan gaji Pegawai
Negen Sipil SKPD; dan

(e) laporan realisasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja yang merupakan gabungan dari seluruh Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja SKPD.

b. Laporan Triwulan

1)

2)

Laporan triwulan SKPD terdiri atas:

a) laporan realisasi anggaran triwulan;

b) laporan operasional; dan

¢) laporan realisasi Keluaran atau output penggunaan anggaran
SKPD.

Laporan triwulan SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a)

dan huruf b} disampaikan ke BKUD paling lambat tanggal 5

bulan berikutnya.

Laporan triwulan Pemerintah Daerah terdiri atas:



laporan  realisasi anggaran triwualan vang merupakan

gabungan dari seluruh laporan realisasi anggaran SKPD;

~ laporan operasional yang merupakan gabungan dari seluruh

laporan operasional SKPD; dan

laporan realisasi Keluaran atau output penggunaan APBD
yang merupakan gabungan dari seluruh laporan realisasi
Keluaran atau output penggunaan anggaran SKPD.

¢, Laporan Semester Periama __
Laporan qemebter Pertama thPD te]'dirl atas

L)

2)

3)

a)

b)

¢)

d)

bgscrl,a ngnosm untuk 6 (enam) bulan ben!mmya
laporan keuangan semester pertama terdiri aras laporan
realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, dan laporan
perabahan ekuitas untuk periode semester 1 (satu);
laporan semester pertama SKPD disiapkan oleh PPK-SKPD
dan disampaikan kepada Pejabat PA SKPD untuk ditetapkan
sebagai laporan semester periama, paling lambat 7 (tujuh)
hari setelah semester pertama berakhir;
laporan semester pertama SKPD sebagaimena dimaksud
dalam huruf b) disampaikan kepada Bupan Teluk Wondama
Cq. Kepala Badan Keuasngan Daerah sebagal PPKD sebagai
dasar penyusunan laporan semester pertama Pemerinlah
Kabupalten Teluk Wondama paling lambat 10 (sepuluh) hari
setelah semester perlama tabun anggaran berakhir,
Laporan Realisasi Belanja Wajib yang bersumber dac Dana
Transfer Umum disampaikan kepada Kepala Badan
kKeuangan Daerah paling lambat tanggal 5 [lima)
setelah semester barakhir,
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Alokasi Umum
disammpaikan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah paling
lambat tanggal 5 (lima) setelah semester berakhir.

Laporan Semesler Kedua SKPD terdin alas:

a)

b}

Laporan Realisasi Belanja Wajib yang bersumber dari Dana
Transfer Umum disampaikan kepada Kepala BKUD paling
lambat tanggal 5 (lima) setelah semester berakhir.

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Alokasi Umum
disampaikan kepada Kepala BKUD paling lambat tanggal 5
(lima) setelah semester berakhir,

Laporan Semester Pertama Pemerintah Daerah terdiri atas:

2)

b}

laporan realisasi semester pertarna APBD beserta prognosis
unluk & (enam) bulan berikutnya, yang merupakan gabungan
dari seluruh laporan realisasi semester pertama SKPD;.
laporan keuangan semester pertama yang ferdiri atas lapomn
realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih.
neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan laporan
perubahan ekuitas;

PPKD menyusun lapeoran semester pertama dengan cara
menggabungkan seluruh laporan semester pertama SKPD,
paling  lambat minggu 1 bulan Jull tshun anggaran

/



d)

berkentaan dan disampaikan kepada Bupati melahui
Sekreraris Daerah selaku Koodinator Pengelolaan Keuangan
Daerah paling lambat minggu I bulan Juli tahun anggaran
berkenaan wuntuk ditetapkan sebagai laporan semester
perlama Pemerintah Daerah; '

laporan realisasi semester pertama APED beserta prognosis
untuk 6 (enam) bulan berikutnya disampaikan kepada DPRD
paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan;
Laporan Realisasi Belanja Wajib yang bersumber dari Dana
Transfer Umum yang merupakan gabungan Laporan
Realisasi Belanja Wajih yang bersumber dari Dana Transfer
Umwin dari SKPD; dan

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Alokasi Umum yang
merupakan gabungan dari Laporan Realisasi Penggunaan
Dana Alokasi Umum dari SKPD.

Laporan Semester Kedua Pemerintah Daerah terdiri atas:

a]

b)

Laporan Realisasi Belanja Wajib yang bersumber deri Dana
Transfer Umum yang merupakan gebungan Laporan
Realisasi Belanja Wagib yang bersumber dari Dana Transfer
Umum dari SKPD; dan

Laporan Realisasi Penggunaan Dana Alokasi Umum yang
merupakan gabungan dari Laporan Realisasi Penggunasn
Dana Alokasi Umum dari SKPD.

b, Laporan Talanan (Akhir Tahun)
1) Laporan Tahunan atau Laporan Akhir Tahun SKPD:

a)

b}

¢)

)

merupakan Laporan Keuangan SKPD periode 1 (satu) tahao
yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,
Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan
Catatan alas Laporan Keuwangan;

PPE-SKPD menyiapkan Laporan Keuangan SKPD talian
anggaran berkenaan dan disampaikan kepada Kepala SKPD
uniuk ditetapkan sebagai Laporan Pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran SKPD;

laporan keuangan SKPD disampaikan kepada Bupati cq.
Kepala BKUD seélaku PPKD sebagal dasar penvusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: dan

laporan keunangan SKFPD yang disampaikan kepada Bupati
dilampiri dengan surat pernyataan tanggungjawab Kepala
SKPD hbahwa pengelolaan APBD vang menjadi tanggung
jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem
pengendalian intern yang memacdai dan SAP sesuai dengan
ketentuan peraturan perandang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a)

merupakan Laporan Keuangan Pemmeriatah Daerah periode 1
{sata) tabun yang lerdiri dari laporan realisasi anggaran,
laporan perubahan saldo anggavan lebih, neraca, laporan
operasional, laperan perubahan ekuitas, laporan arnas kas
dan catatan atas laporan keuangan;



hl

)

d)

=)

g)

h)

disusun oleh PPKD dengan cara menggabungkan laporan-
laporan Keuangan SKPD paling lambat 3 (figa) bulan setelah
berakhirnya tahun anggaran berkenaan;
laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada
Bupati melalul Sekretaris Daerah sebagai Koardmaror
Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka memenuhi
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
laporan kKeuangan Pemerintali Daer dh ditampiri dengan
laporan ikhtisar realisasi Kinerja, ikhtisar laporan keuangan
badan usaha milik Daerah;
laporan keuangan Pemerintah Daerah juga dilampiri dengan
Rekapitulasi seluruh  Laporan Keuangan Desa vang
merupakan penggabungan dari seluruh Laporan Keuangan
Desa yang ada di Kabupaten Teluk Wondama, terdiri atas:
1} Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan
APBDes per 31 Desember;
2] Laporan Kekayvaan Milik Desa per 31 Desember;
3] Lsporan Program pemerintah dan Pemerintah Daerah
vang masuk ke desa; dan
4) penyusunan Laporan Keuangan Desa terschut
ditaksanakan oleh SKPD yang menyvelenggarakan urusan
di hidang Desa dengan cara menggabungkan seluruh
laporan keuangan desa vang ada;
laporan keuangan Pemerintah Daerah dilampiri dengan Surat
Pernyvalaan tanggung jawab Bupali yang menyatakan
penigelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah
diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern
yang memadai dan SAP sesuai dengan Ketentuan peraturan
perundang- undangarn; '
laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan Bupat
kepada Badan Pemeriksa Keuwangan untuk dilaksanakan
pemeriksaan paling lambat 3 (liga) bulan sewelall tahun
anggaran berakhir. Sebelum Bupati menvampaikan Laporan
Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Aparal
Pengawas Intern Pemenntah (Inspektorat Daerah) mereviu
atas  laporan keuangan, dalam rangka meyakinkan
kehandalan informasi laporan keuangan tersebut; dan
Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyvesuzian
terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berdasarkan
Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

PENGADAAN BARANG/JASBA

Pengadaan barang/jasa yang merupakan bagian dan pelaksanaan APBD.
pelakﬁanaann}a harus sesuai dengan keterituan pératuran penundang-



H. LAIN-LAIN

1, Penyerahan Kegiatan

.

kel

Paling lambat tanggal 31 Desember 2024 semua Kegiatan APBD
tahun ‘anggaran 2024 harus sudah selesar baik fisik maupun
keuangan.

Kegiatan fisik maupun non fisik yang telah selesai harus diserahkan

aleli PA dengan Berita Acara kepada Bupati melalui Kepala Bxclang

Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Keuangan Daerah, dan

tembusannya dikirimkan kepada Inspektur Daerah dengan

ketentuan sebagai berikut:

1) Kegiatan yang bernilai sampai dengan Rpl.000.000.000,00 (satu
miliar rupianh) ditandatangani oleh Asislen Sekretaris Daerah
yang membidangi atas nama Sekertaris Daerah; dan

2) Kegialan yang bernilai di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati,

Dalam memproses Berita Acara Penyerahan Hasil Kegiatan agar

dilampini:

1} foto copy DPA-SKPD dan Kegiatan yang bersangkutan;

2] foto copy surat atau buku atau perjanjian kontrak;

3) foro copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

4] foto copy Berita Acara Penerimaari Barang: dan

5] wuntuk Kegiatan non fisik untuk dilampiri foto copy Lapouran
Hasil Kegiatan.

2. Dana yang lidak melalui Kas Daerah
Mekanisme pencalalen dan pengesahan atas dana yang tidak melalui
RKUD untuk dapat masuk menjadi bagian dari Laporan APBD diatur
oleh Peraturan Bupati tersendiri.

3. Penandatanganan Surat Perintah Tugas dan Sural Perintah Perjalanan
Dinas:

&

b.

c.

d.

Bupati, vang menanddtangani Surat Perintah Tugas dan Surat

Perintab Perjalanan Dinas adalah Bupaii. _

Wakil Bupati, yang menandarangani Surat Perinfah Tugas dan Surat

Perintah Perjalanan Dinas adalah Bupati.

Sekretaris Daerah, yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan

Sural Perintah Perjalanan Dinas adalab Bupati.

Pimpinan dan anggota DPRD yang menandatangani Surat Perintah

Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah Ketua DPRD,

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Inspektorat

Daerah dan Sarnan Polisi Pamong Praja:

1) Kepala SKPD, yang mendatangani Surat Perintah Tugas dan
Sural Perintah Perjalanan Dinas adalah Sekretaris Daerah:

2) Asislten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian pada Sekretarial
Daerah, yang vang mendatangani Surat Perintah Tugas dan
Sural Perintah Perjalanan Dinas adalah Sekretaris Daerat:

3} Eselon Illja atau eselon U1/B selain Selkretariat Daerah, yang
menandatangani Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah



Perjalanan Dinas adalah paling rendah Pejabat Eselon 11 b atau
Kepala SKPD: dan

4) Pegawai Negeri Sipil eselon IV/Staf/Pejabat Fungsional yang
menandatangani Surat Perintah Tugas dan Sural Perintah
Perjalanan Dinas adalah paling rendah pejabat eselon 1l pada
SKPD yang bersangkutan.

Kecamalan:

Camat, Eselan I1I/b, Eselon TV dan Staf yang menandatangani Surst

Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah paling rendsh

Canrat.

Kelurahan: _

Luraly, Pegawai Negeri Sipll Eselon IV dan Staf, yang

menandatangani Surat Tugas adalah paling rendah Lucah.

Kepala UPTD:

Kepala UPTD dan Staf, yang menandatangani Surat Tugas adalah

paling rendah Kepala UPTD.

4. Ketentnan lain-lain

A.

n

d.

Sesual dengan Undang Undang Nemor 6 Tahun 1982 tentang
Kefentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3262] sebagaimena telah diubeh
beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 7 Tahan 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 6736] dan Peraturan Menieri
Keuaagan Nomor 147 /PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran
Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta
P‘engukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajalk
(Berita Negara Republik Indonesia Talun 2017 Nomer 1516) antara
lain mengatur bahwa setiap wajib pajak vang telah memenuhi
persyaratan  subjektil dan objektil wajib mendaftarkan diri pada
Kantor Pelayanan Pajak atan Kantor Pelayanan, Penvuluhan dan
Konsultasi Perpalakan yang wilayah kerjanya meliputi:

1) tempat tinggal wajib pajak; '

2) tempat kedudukan wajib pajak; dan

3] tempal Kegiatan usaha wajib pajak.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pihak Ketiga yang melaksanakan
pekerjaan pengadaan barang/jasa di lingkup Pemerintah Daerah
agar mempunyai Nomor Pokok Wajib Pegawai cabang wilayah
Kabupaten Teluk Wondama dengan berkoordinasi dengan Kantor
Pelayanan Pajak Pratama Salatiga kecuali pengadaan yang

dilaksanakan secara E-Katalog.

Khusus lransaksi melalui toko daring/retail online maka pelaku
usaha dapar menggunakan Nomor Pokok Wafib Pegawai vang surlah
dirniliki oleh pelaku usaha lersebut.

Pengelolaan Kegiatan atau pekerjaan yang dananva bersumber dari

dana transfer dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pembayaran pajak dilaksanakan pada tahun anggaran berjalan.

}{



I .

h.

Pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan biaya penginapan

dibayar secara at cast setinggi-tingginya berdasarkan standar harga

barang/jasa.

Biaya transler antar bank atas transaksi non tunai dibebankan
kepada pihak ketiga penyedia barang/jasa.

Setiap transaksi yang berasal dari APBD Kabupaten Teluk Woridama
untuk pembelian makan minum rapat maupun makan minum
harian diharuskan membayar pajak Daerah melalui Nomar Pokok
Wajih Pegawai Daerah pihak ketiga atau Nomor Pokok Wajib Pegawai
Daerah Bendahara Pengeluaran bagi transaksi yang memenuhi
kewajiban pajak restoran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pelaksanaan APBD Kahupaten Teltik Wondama dilakukan secara
elektronik dengan menggunakan sistem aplikasi.

V. PENUTUP

Pedoman pelaksanaan ini disasun sebagai dasar bagi SKPD dalam
melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2024.
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